
Menimbang 

Mengingat 

BUPATIKAUR 
PROVINSl BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR: 1i TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DENGAN RAI-IMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Men teri 
Dalam Negeri Republ ik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu 
menetapkan Pcraturan Bupati Kaur Tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomu ko, Kabupaten 
Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengku lu 
(Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4266); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
{Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 Tentang 
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 1'ahun 2014 Nomur 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Un dang 
Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5679); 



--

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Norn.or 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pr.ndapatan 
dan Bel.anja Negara(tembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pera.tur::r1 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

7 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Serita 
Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 1341); 

8. Peraluran Menteri Keuanga.n Republik Indonesia 
Nomor 199 /PMK.07/2017 ten tang Tata Cara 
Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan 
Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 

9. Peraturan Menteri Keuanga.n Nomor 48 /PMK.07 /2016 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
225/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Men teri Keuangan Nomor 50/ PMK.07 / 2017 
tenta.ng Pengelolaan Transfer ke Daerah clan Dana Desa 
(Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1970); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2020; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabaupaten 
KaurTahun 2016 Nomor 236); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATUR}\N BUPATI 
KEUANGAN DESA 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

TENTANG 

Dalrun Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur. 
3 . Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kaur. 

PENGELOLAAN 

4 . Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kaur. 
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

,,,_ prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diak.ui 
.....,,- dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

..... 

6. 

7 . 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14 . 
15. 

16. 

17 . 

Indonesia. 
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepcntingan masyarakat setcmpat dalam sistem pcmcrintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nruna lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau dengan 
nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan berupa uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban Desa. 
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, Pelaksanaan pen.ganggaran, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Desa. 
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah 
penjabaran dari rencana pembangunan untuk jangkah menengah desa 1 
(satu) tahun 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sel.anjutnya disebut APBDesa, 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 
Penerimaan Desa adalah Uang yang masuk ke rekening kas Desa. 
Pengeluaran Desa adalah Uang yang keluar dari rekening kas Desa. 
Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalrun 1 (satu) tahun anggaran 
yang menj adi hal{ desa yang tidak perlu dikembalikan desa. 
Belanja desa semua pengeluaran yang merupakan kewaji ban desa dalam 1 
(satu) tahun anggaran yang tidal{ akan kembali kedesa. 
Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ 
atau pengeluaran yang akan diterima kembali,baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

4--, 
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3 1. 

Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut 
PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya 
n1ernpunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan 
Keuangan Desa. 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKAD 
adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa 
berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaan 
PKPKD. 
Sekretaris desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur 
pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator 
PPKD. 
Kepala urusan yang selanjutnya disebut kaur adalah perangkat desa yang 
berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas 
PPKD 
Kepala seksi yang selanjutnya disebut kasi adalah perangkat desa yang 
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. 
Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat 
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan 
desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 
( l)satu rekening pada Bank yang ditetapkan. 
Sadan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 
dipisahkan guna mengelola Aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya u ntuk 
sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. 
Dana Desa aclalah dana yang bersumber dari Anggaran Penclapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan 
untuk metnbiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 
Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus 
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang 
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 
anggaran. 
Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan 
belanja desa. 
Difisit Anggaran Desa adalall selisih kurang antara pendapatan desa dengan 
belanja desa. 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah 
selisih lebih relalisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selarna satu 
periode anggaran . 
Dokumen pelaksana anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 
Dokumen yang memuat rincian setiap rincian, setiap kegiatan, anggaran 
yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdsarkan kegiatan yang telah ditetapkandalam APBDesa . 



32 . 

33. 

34. 

35. 
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Dokumen pelaksana perubahan anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA 
adalah Dokumen yang memuat perubahan rincian setiap rincian, setiap 
kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk 
kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam perubahan APBDesa dan atau perubahan penjabaran 
APBDesa. 
Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL 
adalah Dokumen yang membuat anggaran dan penarikan dana untuk 
kegiatan yang anggarannya berasal dari SILPA dari SILPA tahun anggaran 
sebelumnya. 
Pengadaan barang/ jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan 
barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh 
pemerintah Desa, baik dilaku kan melalui swakelola dan atau /jasa. 
Rencana anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK desa adalah 
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang 
digunakan mengatur penarikan dan dari rekening kas untuk mendanai 
pengeluaran- pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh 
kepala desa. 
Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen pengajuan un tuk mendanai pengadaan barang dan jasa. 
Aparatur pengawas internal pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah lnspektorat Jendral Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga 
Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat 
Daerah Kabupaten. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan u ntuk me111berikan pedoman bagi Pemerintah 
Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa. 

Pasal 3 

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah : 
a. untuk memberikan kepastian huku m dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan Desa; 
b. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa secara tertib, 

efektif, efisien, transparan dan akuntabel; da.n 
c. untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan 

potensi Desa. 

BAB 111 
ASAS UMUM KEUANGAN DESA 

Pasal 4 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa 
didanai da.ri Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan keuangan 
Pemerintah dan Bantuan keuangan Pemerintah Daerah. 



Pa.sal 5 

(1) Pemerintah Oesa menyelenggarakan Keuangan Desa berdisi sendiri, t.erpisah 
dengan penyelenggaraan keuangan daerah. 

(2) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dengan suatu sistem yang 
terintegrasi dan diwujudkan dalam APBDesa. 

{ 1 J 

(2) 

( 1) 

(2) 

BAB IV 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Bagian Kesatu 
Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 6 

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin a:nggaran; 
APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 {satu) 
Tahun Anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desen1ber. 

Bagian Kedua 
Pen1egang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 7 

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasan Pengelolaan Keuangan Desa 
(PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan k ekayaan milik 
desa yang dipi sahkan. 
Kepala Desa sebagaimana climaksud pada aya.t (1), mempunyai kewenangan : 
a. menetapkan k ebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBDesa. 
d. 1nenetapkan PPKD; 
e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL; 
f. menyetujui RAK Desa; dan 

- g. menyetujui SPP. 
___,. (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagaian kekuasaannya 
kepada Perangkat Desa selaku PPKD; 

(4) Pelimpahan sebagaian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa. 

Bagian Ketiga 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 8 

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 Ayat (3) terdiri dari atas : 
a. sekretaris Desa; 
b. kepala seksi clan Kepala urusan; dan 
c. kepala u rusan Keuangan. 

Pasal 9 

(1) Sekretari s Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertugas 
sebagai koordinator PPKD. 

afl 



-

(2) 

(3) 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mempunyai tugas : 
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa; 
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan 

perubahan APBDesa; 
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peratur an Desa tentang 

APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban petaksanaan 

APBDesa; 
d . mengoordinasikan pcnyusunan rancangan Pcraturan Kepala Desa 

tentang Penj abaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa; 
e. mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menj alankan tugas 

PPKD;dan 
f. mengoordinasikan penyusu nan laporan keuangan Desa dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. 
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Sekretari s Desa 
mempunyai tugas : 
a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 
b. melakukan verifLkasi terhadap R..bi.K Desa; dan 
c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran 

APBDesa. 

Pasal 10 

Kepala seksi dan Kepala urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 
b, be1tugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran; 
Kepala u rusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas: 
a . kepala urusan Tata Usaha dan Umu m; dan 
b. kepala urusan Perencanaan. 
Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ( l) terdiri atas : 
a. kepala seksi Pemerintahan; 
b. kepala seksi Kesej ahteraan; dan 
c. kepala seksi Pelayanan. 
Kepala seksi dan Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas : 
a. melakukan t indakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 
b. melaksanakau anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
d. menyusun DPA, OPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; 
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan 

barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan 
f. menyusun laporan pelal{sanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. 
Pembagian tugas Kepala urusan dan Kepala seksi pelaksana kegiatan 
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan 
bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalain RKPDesa. 

Pasal 11 

(1) Kepala urusan dan Kepala seksi dalam melaksanak an tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim yang 
melalqianakan kegiatan pengadaan barang/ jasa yang karena sifat dan 
jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. 



-

--

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, 
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/ atau masyarakat yang terdiri atas : 

a. ketua; 
b. sekretaris; dan 
c. anggota. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pelaksana 
Kewilayahan; 

(4) Pembentukan Tim scbagaimana dimaksud pada Ayat (1) diusulkan pada saat 
penyusunan RKP Desa; 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan 
Kepala Desa. 

Pasal 12 

(1) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c 
melaksanakan fungsi kebendaharaan. 

(2) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai 
tugas : 

(3) 

( 1) 

a. menyusun RAK Desa; dan 
b . melakukan pen atausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, 

menyetorkan/ mem bayar, men atausahakan dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan 
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 

Kepala Urusan Keuangan dalam mela.ksanakan fungsi kebendaharaan 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerin tah Desa 

BAB Y 
Anggaran Pendapatan Dan Belanj a Desa 

Pasal 13 

APBDesa terdiri atas : 
a. pendapatan Desa; 
b. belanj a Desa; dan 
c. pembiayaan Desa. 

\...., (2) 

(3) 

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diklasifikasikan menu rut kelompok, jenis dan obyek pendapatan. 
Belanj a Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan 
menurut bidang, su b bidang, kegiatan, j enis belanja, obyek belanja dan 
rincian obyek belanja. 

(4) 

(5) 

Pembiayaan sebagaimana dimal{sud pacla ayat (1) huruf c diklasifikasikan 
menurut k elompok, jenis dan obyek pembiayaan. 
Pendapatan Desa, belanj a Desa dan pembiayaan Desa dibe1i Kode Rekenj ng. 

Bagian Kesatu 
Pendapatan 

Pasal 14 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yaitu semua 
penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan 
tidak perlu clikembalikan oleh Desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), terdiri atas 
kefompok: 



(1) 

(2) 

(3) 

a. pendapatan Asli Desa; 
b. transfer; dan 
c. pendapatan Lain-Lain. 

Pasal 15 

Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat 

(2) huruf a, terdiri atas jenis : 
a. hasil usaha; 
b. hasil aset; 
c. swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan 
d. pendapatan asli desa lainya. 
Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain 

bagi hasil Bumdes. 
Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, antara lain Tanah 
Kas Desa, Tambatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, 
Jaringan Irigasi dan Hasil Aset lainnya sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. 

(4) 

v (5) 

Swadaya, partisipasi clan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. 
Pendapatan Asli Desa lain sebagaimana dimak sud pada ayat ( 1) huruf d, 
antara lain hasil pungutan desa. 

..-

Pasal 16 

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 2) huruf b, 
terdiri atas j enis : 
a. dana Desa; 
b. bagian dari hasil pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten; 
c. alokasi Dana Desa; 
d . bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; 

dan 
e. bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten . 

\...., (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi dan 
Daerah kabupat.en sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, 
dapat bersifat umum dao khusus. 

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan 
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh pulu.h persen) dan paling banyak 30% 
( tiga pu.luh persen) . 

Pasal 17 

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) 
huruf c, terdiri atas jenis : 
a. penerimaan dari hasil ke1ja sama Desa; 
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; 
c. penerimaan dari hi bah dan sumbangan dari pihak ketiga; 
d. koreksi kesalahan belanj a tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan 

penerimaan di kas desa pada tahun anggaran betj alan; 
e. bunga bank; dan 
f .,. pendapatan lain Desa yang sah. 



Bagian Kedua 
Belanja 

Pasal 18 

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, yaitu 
semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun 
Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. 

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk 
mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. 

( 1) 

'- (2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 19 

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), 
terdiri atas kelompok : 
a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. pelaksanaan Pembangunan Desa; 
c. pembinaan Kemasyarakatan Desa.; 
d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 
e. penanggu langan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. 
Klasifikasi belanja sebagai1nana dimaksud pada ayat (1) h uruf a, sampai 
dengan huruf d, klasifikasi belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan 
kebutuhan Desa yang telah dituangkan dala1n RKPDesa. 

Pasal20 

Klasifikasi belanja sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a , 
dibagi dalam sub bidang : 
a. penyelenggaran belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional 

pen1erintahan Desa; 
b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa; 
c. administrasi kependudukan, pencatatan slpil, statistik, dan kearsipan; 
d . tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan 
e. pertanahan. 
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 19 ayat (1) huruf b, 
d ibagi dalam sub bidang : 
a . pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. pekerjaan u mum dan penataan ruang; 
d. kawasan permukiman; 
e. kehutanan clan lingkungan hidup; 
f. perhubungan, komunikasi dan informatika: 
g. energi dan sumber daya mineral; dan 
h . pariwisata. 
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(IJ huruf c, 
dibagi dalam sub bidang: 
a . ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; 
b . kebudayaan dan keagamaan; 
c. kepemudaan dan olaah raga; dan 
d . kelembagaan masyarakat. 
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, 
d ibagi dalam sub bidang: 
a. kelauJan dan perikanan; 



~ 
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b. pertanian dan peternakan; 
c. peningkatan kapasitas aparatur Desa; 
d. pemberdayaan perempuan, pedindungan anak dan keluarga; 
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 
f. dukungan penanaman modal; clan 
g. perdagangan clan perindustrian. 

(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e 
dibagi dalam sub bidang: 
a. penanggulangan bencana; 
b. keadaan clarurat; dan 
c. keadaan 1nenclesak. 

Pasal 21 

J enis belanja sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 18 ayat 1 terdi1i atas: 

belanja Pegawai; a. 

b. 
c. 
d. 

(1) 

belanja Barang/Jasa; 
belanja Modal; dan 
belanja tak ter duga. 

Pasal22 

Jenis belanja. pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 21 huntf a, 
dianggarkan untuk pengeluaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Pener imaan 
Lain, Pembayaran Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Pernngkat Desa, 
serta Tunjangan BPD. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksucl pacla ayat (1) dianggarkan dalan1 
kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya 
dibayarkan setiap bulan. 

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan clan kemampuan 
APBDesa. 

Pasal23 

\._,, ( 1) Belanja Barang clan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, 
digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai 
manfaatnya kurang dari 12 {dua belas) bu Ian (habis pakai) . 

(2) 

(3) 

Belanja barang/j asa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 
a. operasional pemerintah Desa; 
b. pemeliharaan sarana prasarana Desa; 
c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/ bimbingan teknis; 
d. operasional BPD; 
e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan 
f. pemberian barang pada 1nasyarakat / kelompok masyarakat. 
Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) 
huruf e adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT /RW dalam 
rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan 
pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat 
Desa. 

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan 
kegiatan. 



-

Pasal 24 

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 huruf c, digunakan 
untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau 
bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan 
menambah aset. 

(2) Pembelian/ pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digunakan u ntuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa. 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Pasal 25 

Belanja tak terduga sebagaimana d i.Jnaksud dalam Pasal 2 1 Huruf d 
merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan 
hencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. 
Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan 
darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut : 
a. bukan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat 

diprediksi sebelumnya; 
b . tidak diharapkan terjadi berulang; dan 
c. berada diluar kendali pemerintah desa. 
Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadi bencana alam 
dan bencana sosial. 
Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan upaya penanggulangan keadaan clarurat karena adanya 
kerusakan dan/ atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan 
prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya 
pelayanan dasar masyarakat. 
Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuh an 
kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami 
kedaruratan. 

Pasal 26 

'--' (1) Kriteria bencana alam dan bcncana sosial sebagaimana Pasal 25 ayat (3) 
meliputi: 
a . Kriteria bencana alam : 

1. bencana alam banjir; 
2. bencana alam tanah longsor; 
3. bencana alam kebakaran hutan; 
4. bencana alam gempa bumi; 
5. bencana alam tsunarni; 
6. bencana alam kekeringan air; 
7. bencana alam gunung meletus; 
8 . bencana alam pemanasan global (global warning); 
9 . bencana alam angin topan /angin putting beliung; dan 
10. bencana alam badai tropis. 

b . Kriteria bencana sosial : 
l . kebakaran gedung dan pemukiman; 
2. kegagalan teknologi; 

---·---3 . epidemi dan wabah penyakit; dan 
4. konflik sosial. 



(2) Kegiatan penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada aya.t 
(1) huruf a, meliputi : 
a. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana adalah : 

1. pembuatan tanda khusus pada daerah rawa.n longsor lahan. 
2. pembuatan a.tau memperbaharui peta-peta wilayah Desa yang 

rawan tanah longsor. 
3. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh d~jadikan 

pcrmukiman. 
4 . pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing. 
5. melakukan reboisasi pada hutan yang ada pada saat ini dalam 

keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan 
melakuka n penghijauan pada lahan-lahan terbuka. 

6. membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang 1nemiliki 
kemiringan yang yang rela.tif curam. 

7. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan 
tanah. 

8. membuat dan/atau mengadakan sarana dan prasarana tanda 
peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; da.n 

9. pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika 
terjadi bencana tanah longsor. 

b. Kegiatan tanggap darurat bencana alam : 
1. Keadaan bencana 

pengorga.nisasian kelompok masyarakat untuk penyela.mat 
mandili; dan 
pelatihan keterampilan pa.sea bencana. 

2. Keadaan darurat 
menyediakan MCK komunal sederhana. 
pelayanan keseha.tan. 
menyiapkan lokasi pengungsian 
Menyediaan obat-obatan selan1a di pengungsian. 

3. Keadaan mendesak 
memberikan pertolongan pertama. 
penyediaan penampungan sementara (pos pen&rungsian/ 
shelter). 
penyediaan da.pur umum. 
penyediaan MCK darurat. 
menyediakan air bersih dan a.lat penampungan, termasuk 
pengaturan distribusinya . 
menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : perernpuan, 
anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok 
rentan lainnya. 
pengamanan lokasi. 
menerima dan menyalurkan bantuan. 

Pasal27 

Peng&runaan Dana tak terduga dengan cara : 

a. telah terjadi bencana, Keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala 
lokal desa. 

b. d.esa melaksanakan musyawa.rah desa. 
_ c, __ kepalaDesa melakukan pencairan dana tak terduga melalui Kepala Urusan 

I{euangan. 



d. dana tak terduga dipergunakan berdasarkan hasil musyawarah desa 
sebagaimana pada ayat (2) diatas. 

e. seluruh pengeluaran dana tak terduga dilampiri dengan bukti- bukti 
pengeluaran yang syah. 

Bagian Ketiga 
Pembiayaan 

Pasal 28 

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, 
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau 
pengeluaran yang akan diterirna kembali, baik pada Tahun Anggaran yang 
bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran beriku tnya. 

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
kelompok: 

(1) 

(2) 

(3) 

a. penerimaan Pembiayaan; dan 
b . pengeluaran Pembiayaan. 

Pasal 29 

Penerirnaan Pembiayaan sebagaimana dima,ksud Pasal 28 ayat (2) huruf a, 
mencakup: 
a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya; 
b. pencH.iran Dana Cadangan; dan 
c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan 

bangunan. 
SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan 
penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa 
dana kegiatan lanjutan. 
SILPA sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan 
pembiayan yang digunakan untuk : 
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari 

realisasi belanja; 
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan 
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran 

belum diselesaikan. 
(4) Pencairan dana cadangan sebagaimana di:maksud pada ayat (1) huruf b 

digunalrnn untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang 
selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa. 

(5) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dicatat dala:m penerimaan pembiayaan hasil penjualan 
kekayaan Desa yang dipisahka.n. 

Pasal 30 

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) 
huruf b, terdiri dari: 
a. pembentukan Dana. Cadangan; dan 
b. penyertMn Modal Desa. 

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana climaksud 
pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dana tidak 
dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. 



(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(4) Peraturan Desa sebagai1nana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat : 
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 
b. program clan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; 
d. sumber dana caclangan; clan 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

(5) Pembentukan dana caclangan sebagaimana climaksucl pada ayat (2) clapat 
bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali clari penerimaan 
yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan 
perundang-undangan. 

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana din1aksud pada ayat (1) huruf a 
ditempatkan pada rekening tersendiri. 

(7) Penga.nggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan 
Kepala Desa. 

Pasal 31 

\....., ( 1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf b 
antara lain digunaka.n untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa 
yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk memngkatkan pendapatan desa 
atau pelayanan kepada masyarakat. 

(2) 

(3) 

(4) 

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan 
kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran 
pembiayaan dalam APBDesa. 
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (:2) dalam bentuk tanah 
kas desa dan bangunan tidak dapat dijual. 
Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai 
ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 32 

-... (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1 ayat (1) dengan 
'--' ketentuan : 

r 

a . bahwa dalam ha! penyertaan modal sudah termuat diclalam RPJMD dan 
RKP Desa; 

b. BUMDesa yang telah berbadan hukum atau ditetapkan dengan 
Peraturan Desa; 

c. adanya usulan clari BUM Desa; 
d . mendapat persetujuan dari BPD yang dituangkan dalam Peratu ran 

Desa. 
{2) BUMDesa dapat mencairkan penyertaan modal dari Pemerintah Desa dengan 

ketentuan : 
a. 

b. 

C. 

BumDesa mengajukan rencana kerja/ proposal usaha kepada 
Pemerintah Desa; 
Pemerintah Desa memverifikasi rencana kerja/proposal usaha dari 
BUMDesa; 
Pemerintah Desa mentransfer dana penyertaan modal ke Rekening 
BUMDesa apabila rencana kerja/proposal usaha dinyatakan layak. 



BAB IV 
PENGELOLAAN 

Pasal 33 

Pengelolaan Keuangan Desa melipu ti: 

a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; 
c. penatausahaan; 
d. pelaporan; dan 
e. pertanggungjawaban. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 34 

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
d ilakukan dengan Basis Kas 
Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan 
trru1sal{Si pada saat kas diterima dan dikeluarkall dari rekening kas desa 
Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan Sistem 
informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. 

Pasal 35 

(1) Sistem Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (3) adalah Aplikasi Sistem Keuangall Desa (Siskeudes). 

(2) Dalam pelaksanaan APBDes Desa wajib menggunakan aplikasi Siskeudes. 
(3) Penggunaan Aplikasi Siskeudes sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : 

a. penyusunan APBDes; 
b. penatausahaan; 
c. pertanggungjawaban; dan 
d. pela,poran. 

(4) Desa wajib melakukan rekon paling lambat minggu pertama Bulan April, 
Juli, Oktober Tahun berjalan dan Desember Tahun berkenaan ke Satgas 
Siskeudes Kecamatan. 

\....., (5) Bukti rekon kecamatan sebagai salah satu syarat pemberian rekomendasi 
pencairan. 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 36 

(1) Sekretaris Desa mengoordinasikan Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa berdasarkan RKPDesa Tahun berkenan. 

(2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
Kepada Kepala Desa. 

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Sadan Permusyawaratan Desa 
untuk dibahas dan disepakati bersama. 

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDcsa discpakati bersama 
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) paling lambat Bulan Oktober Tahun 
beJ.:ialan. 

:.ac-



Pasal 37 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama 
sebagaimana dimal{sud dalam Pasal 36 ayat (4) disampaikan oleh Kepala 
Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk 
dievaluasi. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Camat menetapkan b asil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak 
diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. 
Dalam ha! Camat t.idak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku 
dengan sendirinya. 
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undan,gan yang lebih tinggi, 
kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan 
menjadi Peraturan Desa paling lambat 31 Desember Tahun Anggaran 
be1jalan. 
Dalrun hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD 
melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung 
sejak diterimanya hasil evaluasi. 

Pasal 38 

(1) Apabila basil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Kepala Desa tetap menetapkan 
rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, dan 
rancangan Peraturan Kepala Desa ten tang Penjabaran APBDesa menjadi 
Peraturan Kepala Desa, Bupati berdasarkan usulan Camat membatalkan 
Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati, 

(2) Dala1n hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Desa 
-- hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan 
~ Pemerintaha n Desa dengan menggunakan Pagu tahun sebelumnya sampai 

penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan 
dan mendapat persetujuan Bupati. 

(3) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan 
kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana 
dimaksud pacla ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut 
Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa . 

Pasal 39 

(1) Dalrun hal Rancangan APBDesa tidak mendapatkan persetujuan BPD, maka 
Camat melakukan mediasi antara Kepala Desa clan BPD untuk 
menyelesaikan Rancangan APBDesa paling lambat bulan Oktober tahun 
berjalan, 

(2) Apabila setelah dilakukan mediasi tetap tidak ada persetujuan BPD dalam 
jangka waktu 7 (tujuh) hari, maka Pemerintah desa hanya dapat melakukan 
kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelengaraan 
pemerintaha:n desa dengan menggunakan pagu Tahun sebelumnya. 



(3) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala desa sebagai dasar pelaksanaan 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal 40 

(1) Camat dalarn melakukan evaluasi APBDesa sebagaimana Pasal 37 ayat (1) 
berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa. 

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada Ayat ( 1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit melipu ti : 
a. surat pengantar; 
b. rancangan peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa; 
c. peraturan Desa mengenai RKPDesa; 
d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 

kewenangan lokal berskala Desa; 
e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; 
f. peraturan Desa mengenai pernyertaan modal, jika tersedia; dan 
g. berita Acara. hasil musyawarah Desa. 

Pasal 4 1 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi 
ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa. 

(2) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
di tetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Kepala Desa menetapkkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa 
tentang APBDesa, 

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan 
Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati paling lama 7 

(tujuh) hari ker:ja setelah ditetapkan 

Pasal 42 

V (1) Kepala Desa Menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada 
masyarakat melalu i media informasi 

(2) lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. apbdesa; 
b. pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; 

dan 
c. alamat pengaduan. 

Pasal 43 

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa apabila terjadi: 
a. penambahan dan/ atau pengurangan clalam Pendapatan Desa pada 

Tahun Anggaran berj alan; 
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan 

Tahun be1jalan yang akan digu nakan dalam tahun berkenan; 
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, 

antar sub bidang, antar kegiatan, dan atar j enis belanja; dan 
d. keadaan yang menyebabkan S!LPA tahun sebelumnya harus digunakan 

'dalam Tahun Anggaran berjalan. 



(2) Tata cara dan prosedur pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan 
tata cara dan prosedur penetapan APBDesa. 

(3) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan l (satu) kaJi dalam 1 (satu) 
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa 

(4) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

(5) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKP 
Desa. 

Pasal44 

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan KepaJa 
Desa tentang Perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan 
Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan. 

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan Penjabaran APBDesa sebagaimana 
dilnaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi : 
a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada 

Tahun Anggaran berjalan; 
b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar 

objek belanja; dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan 

SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan. 
(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan 

Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya 
disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai 
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjah:irnn APBDesa. 

Bagian kedua 
Pelal{sanaan 

Pasal 45 

(1) Pelaksanaan pengeluaran keuangan desa merupakan penerimaan dan 
pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening Kas Desa. 

'--" (2) Persyaratan membuka Rekening Kas Desa berdasarkan ketentuan dari pihak 
perbankan. 

(3) Pembukaan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada Bank Bengkulu terdekat. 

(4) Rekening Kas Desa sebagaimana pada dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh 
Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur 
Keuangan. 

(5) Nomor Rekening Kas Desa dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati. 
(6) Dalam hal Kepala Urusan desa menyimpan uang kas dalam bentuk tunai 

paling banyak sebesar Rp 5.000.000,- (lima ju.ta. rnpiah) untuk memenuhi 
kebutuhan operasional Pemerintah Desa. 

Pasal 46 

(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai 
tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerj a setelah Peraturan 
Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
APBDesa ditetapkan 



(2) DPA sebagaimana dimaksud pada eyat (1) terdiri atas: 
a. rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; 
b. rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
c. re11cana Anggaran Biaya. 

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, merinci setiap kegiatan angganin yang disediakan dan rencana 

penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. 
(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

merinci lokasi, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan 
kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan. 

(5) Rencana Anggaran B iaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 
merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. 

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA 
kepada Kepala Desa melalui sekertaris desa paling lama 6 (enam) hari kerja 
setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l). 

Pasal 47 

'-- (1) Sekrtaris Desa melakukan Verifikasi Rencana DPA paling lama 15 hari kerja 
sejak Kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA 

(2) Kepala Desa menyetujui rancanagan DPA yang telah diverifikasi oleh 

Sekertaris Desa. 

Pasal48 

(1) Dalam hal terj adi perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/ atau 
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa yang 
menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadinya 
perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana 
kegiatan Anggaran untuk menyusun rancangan DPPA. 

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 
a. rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan; dan 
b. rencana anggaran biaya perubahan. 

'--' (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA 
kepada Kepala Desa paling lama enam (6) hari ke1ja setelah penugasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima 
belas) hari ke1ja sej ak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA. 

(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh 

Sekretaris Desa. 

Pasal 49 

(1) Kaur keuangan menyusun rancangan RAK desa berdasarkan DPA yang telah 
di setujui Kepala Desa. 

(2) Rancangan RAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang 
diajuka.n Kaur Keuanga.n. 

(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi 
Sekr.etaris Desa. 



Pasal 50 

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat arus kas masuk dan 
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk 
mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 

Pasal 51 

(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 memuat semua 
pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer dan 
pendapatan lain. 

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukt i 
yang lengkap dan sah. 

(1) 

(2) 

Pasal 52 

Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 memuat semua 
pengeluaran belanja atas beba,n APBDesa. 
Setiap pe.ngeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan 
bukti yang lengkap dan sah serta mendapat persetujuan Kepala Desa clan 
Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran yang timbul dari pen&:,oUnaan 
bukti tersebut. 

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap 
tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu 
kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai 
dengan tugasnya. 

Pasal 53 

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan k egiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui 
Kepala Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/ jasa. 

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ~yat (2) diutamakan 
melalui swakelola. 

~ (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat 
dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk 
memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. 

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, 
baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia 
barang/ jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan . 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan 
barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan 
mengenai pengadaan barang/jasa di Desa. 

Pasal 54 

( 1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap 
pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam 
DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. 

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan 
k egiatan dan anggaran. 



Pasal 55 

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara 
swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. 

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam 
waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan 
untuk disimpan dalam kas Desa. 

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kedalam Buku Kas Umu1n dan Buku Pembantu Panjar. 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegi.atan anggaran menyampaikan 
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana din1aksud pada ayat 
(1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada 
Sekretaris Desa. 

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan 
pertanggungjawaban pencairan anggard.11 yang disampaikan oleh Kaur dan 
Kasi pelaksana kegiatan anggaran. 

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil 
'--- dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana k:egiatan anggaran 

mengembalikan sisa uang ke kas Desa. 

PasaJ 56 

( l) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui 
penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima. 

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: 
a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan 
b. bukti penerimaan barang/jasa ditempat. 

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris 
Desa berkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur 

dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran. 
b . menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang 

tercantum dalam permintaan pembayaran; 
c. menguji ke tersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi 

pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan. 

(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil 
verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaiis Desa. 

(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang 
tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa. 

Pasal 57 

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan Anggaran wajib menyampaikan laporan aJchir 
realisasi pelaksanaan kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 
(tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. 

Pasal 58 

(1) Kaur dan/ atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB 
pel,aksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada 
Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 



(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan 
sebagain1ana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan 
kegiatan anggaran belanja tak terduga sesual dengan verifikasi yang 
dilakukan oleh Sekretaris Desa. 

(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran Anggaran Belanja Tak Terduga kepada 
Bupati paling lama 1 (satu) Bulan sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan. 

Pasal 59 

(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran 
Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai perpajal(an yang berlaku. 

(2) Kaur Keuangan sebagai Wajib Pungut Pajak melakukan Pemotongan Pajak 
terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dima,ksud pada ayat (1). 

(3) Pemotongan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) n1eliputi 
pengeluaran Kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal. 

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 60 

Arus kas masuk dan kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dari 
mekanisme pembiayaan dianggarkan dalam APBDesa. 

Pasal 61 

(1) Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebagaiman 
dimaksud dalam pasal 29 huruf a digunakan untuk: 
a. menutupi defisit anggaran apabila rcalisasi pcndapatan lcbih kecil 

daripada realisasi belanja; clan 
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 

(2) SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan 
penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/ atau penghematan bel~ja 
tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang 
telah ditetapkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan . 

(3) SJLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau 
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada 
tahun anggaran berikutnya. 

(4) Kaur dan/ atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali 
rancangan DPA untuk disetujui Kepala Desa menjacli DPAL untuk mendanai 
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada aya.t 
(1) hurufb. 

(5) Kaur dan/ atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan 
rancangan DPA sebagaimana din1aksud pada ayat. (4), terlebih dahulu 
menyarnpaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran 
kepacla Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun 
anggaran berjalan. 

(G) Sekretar4s Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang 
akan disahkan dalam DPAL, 



(7) OPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum 
selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya. 

Pasal62 

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 
huruf b, dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 huruf a, dicatatkan dalam Catatan atas laporan keuangan. 

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 

merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas desa. 
(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila.rang 

digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah 
ditetapkan dalam peraturan desa mengenai dana cadangan. 

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa 
sebagairnan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan 
telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan. 

(5) Dana cadangan sebagaimana climaksud pada ayat (4) dianggarkan pada 
penerimaan pembiayaan dalam APBDesa. 

I,___, Pasal 63 

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dicatat 
pacla pengeluaran pembiayaan. 

(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Desa. 

Bagian Ketiga 
Pcnatausahaan 

Pasal64 

(1) Penatausahaan dilakukan oleb Kepala urusan keuangan sebagai pelaksana 
fungsi kebenclaharaan. 

(2) Kepala urusan keuangan Desa wajib melakukan pencatatan setiap 
peneriman clan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup 

\.,_..I buku setiap akhir bulan. 

Pasal 65 

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembentu kas umum yang terdiri a tas 
a. buku pembentu bank; 
b. buku pembentu pajak; dan 
c. buku pembentu panjar. 

(2) Buku pembantu bank sebagaimana clilnaksucl pada ayat (1) huruf a 
merupakan catatan penerimaan dan pengeluru·an melalui rekening kas desa 

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan cata tan penerimaan potongan pajak clan pengeluaran setoran 
pajak 

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan catatan pemberian clan pertanggungjawaban uang panjar. 



Pasal 66 

( 1) Pengeluaran atas be ban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang 
telah disetujui oleh Kepala Desa. 

(2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilak ukan secara 
swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana 
kegiatan atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh 
Kepala Desa. 

(3) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui 
penyedia barang/j asa dikeluarkan oleh kaur keuangan langsung kepada 
penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan olch Kasi Pelaksana 
kegiatan Anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa. 

(4) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai dilakauakan secara 
langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa .. 

(5) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) 
dan ayat (4) dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran dan k uitansi 
penerimaan. 

(6) Kwitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani 
oleh Kau r Keuangan. 

"--' (7) Kwitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani 
oleh penerima dana. 

(8) Kepala Urusan Keuangan waj i b menyimpan dan mengarsipkan seluruh 
dokumen secara rapi. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 67 

Buku kas umum yang ditutup setiap Akhir Bulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59 ayat (2) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris 
Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 
Sekertaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Sekertaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis 
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala desa 
untuk disetujui. 

Bagian Keempat 
Pelaporan 

Pasal 68 

(1) Kepala Desa menyampaikan Japoran pelaksanaan APBDesa kepada Bupati 
melalui Camat. 

(2) Laporan sebagaimana dilnaksud pa.da ayat (1) terdiri dari : 
a. laporan pelaksanaan APBDesa; dan 
b. laporan realisasi kegiatan. 

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat pada minggu 
kedua bulan Juli tahun berjalan. 



Bagian Ketiga 
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 

Pasal 69 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa 
kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan paling Jam bat 3 (tiga) bu Ian setelah akhir tahun anggaran 
berkenan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dirnaksud pasa ayat (2) disertai dengan: 
a. laporan keuangan, terdiri atas : 

1. laporan realisasi APBDesa; dan 
2. laporan atas laporan keuangan. 

b. laporan realisasi kegiatan; dan 
c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya. yang 

masuk ke Desa. 

Pasal 70 

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) 
v merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir Tahun 

Anggaran. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 71 

Kepala Desa menginformasikan Iaporan realiasi dan laporan 
pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69 dan dalam Pasal 70 kepada masyarakat seca.ra tertulis dan 
dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 
Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pa.pan 
pengumuman dan media informasi lainnya. 
lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedtkit memuat : 
a . laporan realisasi APBDesa; 
b. laporan realisasi kegiatan; 
c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; 
d. sisa anggaran; dan 
e. alamat pengaduan. 

Pasal 72 

Fonnat Kode Rekening, Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa 
tentang Penjabaran APBDesa, panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa, Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, DPA, DPPA, RAK 
Desa, Buku bantu kegiatan, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran, SPP, Laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, DPAL, 
peraturan desa tentang Perubahan APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang 
Perubahan Penjabaran APBDesa, Buku Kas Umum, Buku Bantu Kas Umum, 
Kwitansi, Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama dan Laporan 
pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



BABV 
PEMBINMN DAN PENGAWASAN 

Pasal73 

Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa melalui 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat yang dikoordinasikan 
dengan APIP Kabupaten Kaur. 

BAB VI 
KETENTUAN LAJN-LAIN 

Pasal 74 

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran adntinistratif dan/atau 
pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

BAB VII 
PENUTUP 

Pasal 75 

'--' Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kaur Nom01· 
114 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Kaur Tahun 2018 Nomor 679) dicabu t dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 76 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatan nya dalam Berita Daerah Kabupaten Kau r . 

Diundangkan di Bintuhan 

pada tanggal 7' rehn.1e1r,' 

ARISDAERAH 
KABu..t;:1++,!,•'N KAUR, 

I 

2020 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal 3 pehnnfl, · 2020 

f UPATI KAUR, i 

KABUPATEN KAUR TAHUN 2020 N0M0R : fJt'-j 



lampiran Peraturan Bupati Kaur 

Nomor /2.. Tahun 2020 

Tanggal : g re/:, 2020 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

A, Format Kode Rekening 

A,l . Daftar Kode Rekening Bldang, Sub Bidang. dan Kegiatan 

Kode 
Rekenin BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN 

E 

1 BIDANG PRNYELENGGARAAN PEMERINI'AHAN DESA 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan 
yang digunakan w1tuk mendukung Lerselenggaranya fungsi pemerintahan 
Desa yang mencakup: 

I 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 1\mjangan dan 
Operasional Pemerint ab.an Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7) 

I I 01 Penyediaan Pengbasilan Tetap dan 1'unjangan Kepala Desa 

l 1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap clan Tunjangan Perangkat Desa 

1 1 03 Penyediaan J aminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 

l l 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan 
PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/ telpon, dll) 

l l 05 Penyediaan Tunjangan BPD 

l 1 06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), 
perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, 
listrlk/teloon. dill 

l 1 07 Penyediaan lnsentif/ Operasional F:J'/RW 

I I 90 Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Pengbasilan Tetap, Tulljangpn 
- dan Operasional Pemerlntahan Desa 
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1 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Des a 

1 2 . 0 1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan 

l 2 02 Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa 

J 2 03 Pern bangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa•• 



1.2. Trans.fer 
a Semula 
b. Bertambah/(berkurangl 
Jwnlah pendapatan transfer setelah 
Perubahan 

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Rp .... . .. . .. ....... . 
Rp ............. .... . 

Rp .. ........ ...... .. 

a Sem.ula Rp .. .. .. . ......... .. 
b. BL-rlam bah/ (berkuraog) RP· ......... • ..... .. 
Jumlah Jain-lain pendapatan yang sah 
setelah perubahan Rp....... .. .. . .... . 

Jumlah Pendapatan seLelah perubahan Rp 

2. Belanja Desa 
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

a. Semula Rp ................. . 
b. Bertam bah/ [berkurang) Rp ........ ....... .. 

Jumlah setelah perubahnn Rp .. ........... .. .. . 
2 .2. Bidang Pembangunan 

a Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelab perubahan 
2.3. Bidang Pembinaan KemasyaTakru.an 

a S emula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jwnlah se1elah perubahan 
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

aSemula 
b. Bert run bah/ (berkurang) 

Jumlah seteJah perubahan 
2 .5. Bidang Penanggulangan Bencan.A, 

Keadaan Darurat, rlan MendP-~ak Desa 

Rp .............. .. . . 
Rp ................ . 
Rp .... . ........... . . 

Rp ................ .. 
Rp ....... . ...... .. . 
Rp .. .. ........ ..... . 

Rp ...... .. ....... . .. 
Rp ........ ..... .. .. 
Rp ... ........ ..... . . 

a Semula Rp ................. . 
b .Bertambah/(bcrku1·ang) Rp .............. .. . 

Jumlah setelah perubahan Rp ........... ..... .. 
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp ....... ...... .. 
Surplus/{Defisitj setelah perubaban Rp ... ... . .......... . 

3. Pembiayaan Desa 
3.1. Penerimaan Pembiayaan 

a Semula 
b . Bert am bah/ (berkurang) 

Jwnlah setelah perubahan 
3 .2. Pengeluaran Pembiayaan 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
Seli<rih Pembiayaan setelah perubahan 

Pasal 2 

Rp .. ............ , .. . 
Rp ............. . .. . 
Rp . ..... .......... .. 

Rp ........... ... ... . 
Rp ................ . 
Rp ........ .. ..... . .. 
Rp .... . ........ ... . 

Uraiau Jebih Janjut Penjabarar, Perubahan Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Desa sebaga:imana climaksud Pasal l 
tercantum dalam Lampiran yang mc:rupakan bagian tak 
tcrpisahkan da.ri Peraturan Kcpala Desa ini. 



Lembru- Evaluasl APB Desa 
Kabupaten/Kota 
Keca111ata11 
Desa 

No. 
Aspek/ Komponen Periksa 

l A=ekAdmtnlst-.m.si dan Le=ltt:ns 
1. I Apnkah semiia dokumen evnluasJ telah 

dJterima darf Desa secni·a !e,,,,.kao 
1.2 Apakah pengajunu Rnncangan Perdes 

ten tong ,-\PB Oesa atau Rancangan Perdes 
tentang Perubaham APB Desa dilak:uknn 
tepnt waktu 

].,3 Apalcah BPD telnh menyepakatl Rancanian 
Perdes tentnng APB Desa/ Rnncangan 
Perdes tentnng Perubnham APB Desn 

Kesesuojan 

Ya Tidal< 

Keslmpulan pe11ilaJan aspek Admlni.stras l dan Lega1itas; 

~ d- 1 
) 

,, 

Alat Veri.fikasJ Kete rangnn 

Kepu tusan has il Musyawamh BerdMru·kan ntumn, 3 hari setelah 
BPD Pembahasau dan d.Jsepnkati bersatna Perdes 
Penyepnka.tnti Pei-des tenlnng APB tentang APB Desn/Perdes tentang 
Desa/Perubahan APB Desa (iihat Pe1·ubahnn APB De·sn ho.rus 
lnnggal keputusttn) d iojukan kepnda Bupntl/Wnlilrota 

atnu camat w1tuk dtevalunsi 
Ke-pu tusan hnsll ML1Syawnmb Berdasarkan Permendagn 
BPD Pembahasan dnn mengenal BPD 
Pe11yepnkatan Perdes tent.tng APB 
Desa/Perubahn11 APB Desa 

) 



? 

2 . 1 
2. I . 1 

r.l , 1. 2 

?.2 
2 .2. 1 

2.2.2 

2.2. 3 

" · 3 
2.3. l 

2 .3 .2 

2.3.3 

2, 3 .4 

~ 

AS•>ek Kebl.1akan dan Struktur APB Desai Pen1babru1 APB Desa 
umum 
ApakoJ1 Ranca.ngon Perdes tentang 
APBDes/Perubaha11 APB Desa disusun 
berda sarka n RKPOesa/RKPOesa Pen1bahnn 
tahun berkenaan 
Apaknh penem1)atan pos Pe ndapataa te la h 
sesual dengan pemtw:an P<.>1-unda.ng• 
unda~-an 
Penda ,-n tan 
Apakah estlm asl pcndnpatan rosiona l do.11 
reallstls 
Apaknl1 estltnasl pendapotrut Desa yru,g 
bersumber dari Pendapatan Asll Desa 
1"aslontd dan reallstis , serln didapatkan 
sec1ua legaJ da11 telnh diatur dalrun 
Peru.Lt.u·an Deso 
Apakah estlmasl 1>endapatan Oesaynng 
ben.umber da11 DonC\ Tmn.sfer raslona l clan 
1·ealist1s 
Belania 
Apakah penempat.ttn pos Be.lanJa te lah 
sesuai dengan peraturan Peru11cb..og-
undanO':m 
Semua kegiatan Belanja Desa te.lah sesuai 
denoan Kewenan<>'rul Desa 
Apnkah ada pre>gtam/kcglatcrn yang 
d llnkukan leb ih dnrl J (sa tu) tolnu1 angganm 
I inult:lvears:\ 
Apokah bel,mja Desa yru1g dltetnpkan dalam 
APB Desa paling banyak 30% dlperguna.kan 
untuk 
L s iltao dctn tun iru111ru1 Kades dan oeranizkat 

~ J 
) 

RK.P Desa otau RKP Perubahan 
inhun berkennon 

Perdes terkail PADeso (mlsal 
Perdes te ntang Pungutan, dll) 

Perbup/Pe1wal ten tang Daftar 
tnventaris Kewe11an2a11 .Desa 

) 



Desn: 
2. opernstonal pemerintahan Deso; 
3 . tu11Ja ngan dru1 opems;onnJ BPO 
"I. insentlfrukun tetn1waa dun rukun \Vam,a,. 

ll.3. 5 Siltap, tunjaugan dnn operasionnl UJ1tuk Per aturnn Bu patl tentang ADD 
l<epaln Oesn dan Perangkat Desa sesual yang ata u Perbup tentang Penetnpan 
dltetapkon dnlrun peratumn Siltap Kepala Deso dn.n Pen1ngkat 
Buoatl/Wnlikotn. Desa 

r.2.3.6 Besarnn 'r'unjangrut dan Operas.tonal untuk Peraturc,n Bupati t en truig AD 0 
A1.1ggotn BPO, serta lnsentlfRT/RW atau Perbup lentru1g Penetnpan 
diangga.rkan sesuai yang ditetaplcan dawn SUtap Kepala Oesa da.n Perangkat 
,,e 1u turru1 Bu pa ti/ \Va liko ta Desa 

2 .3.7 Alokasl be lonja dengan o utput yan g akan S tandru- Hnrga yan g dltetapkan 
dihaeUkru1 logls karenn telal1 Kubupaten/l<otn 
memperhitungkan tlngk n t kemabalan dan 
'7eo,na As fSta.ndar Har2al 

2,4 Pemblnvaan 
r,!."i.l Apalcab penempatnn pos Pemblayrurn telo.h 

sesuaJ denga.n pemturnn Perundn11g-
undanrzan 

2.4.2 Apo.k..'l.h nda pos pengelua.mn pembiaynan 
untt.tk uembentulC1.111 o,u,a CadanP-an 

r.&. 4 . 3 ApaJca.h Pembentukan Druia Cadangru1 tela h Peraturan Deso tentru,g Do.no. 
dltetapka n denszan Perotumn Oes,a Cadan2an 

2."i."i Apnkah a do pos peligehlamn pemblayaru1 
uutulc nPnvertoan modal pada BUMDes 

12.4.5 Apakah penye1taan modal p ada BUM:Oes, Peraturau Desa tentang 
t elab sesual dengru, peraturnn pen.u1<iang- Pen1bentukan BUMOes dtu1 hasU 
undnnga.n dllll ditetapkon tne ln.lnul nnnlisa kelayctl<a.11 usaba 
Pemtu:-an Ocsa don memenuhl nilai 
kclavukan usahn 

~.4. 6 Pad,, evaluasi Perubahan APB D esn, pada 
pos penet1maan pembi1.tyaru1 terdapo.t S ilPJ\ 
tahun an.aoa.ran sebelumuvn 

~ -zlf..-J ) ) 



2 .4.7 Pode evo luas i Perubohan APB Desa, apa.kob 
S.UPA tnhun sebelumnyn mlah dlgunnlmn 
seluruhnvn, 

l<e&lmpulan p enll<>itln ::ispelc AdmlnL-.tras l dan Lego llto.,oe 

Evaluas l dJJAkuka.n tnuggaJ: 
T o.nda tan11:an Ket\,:,. Tlm. Evoluaa l 

1-laslJ Evalunsl (coret yo.nil tidal< acsi.10.II: 
• Untuk c:Usetujul Bupnll N a.nut 

• Un tuk D ipe,·bnJld 0C$D Jnbn1nn 

.<it(" ~ J 
. ) ) 



F.1. Format Pera.turan Deaa tentang Perubahan Angpran Pendapata.n dan 
Belaaj&Deaa 

KE PALA DESA ..... (Nama Oesa) KABCPATEN/KOTA ....... C'lama Kabupaten/Kota) 
PERATURAN DESA. (Nama Desai NOMOR ... TAHU~ ... 

TE:-n'ANG 
PERUBAHAN A.~GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .... 

DF:KGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA (Kama Desa), 

Mcnimbang a bahwa sehubungan tcrjadi pcrkembangan yang tidak sesuai dengan rencana ang!?;lJan yang telah ditctapkan dalam Angg;uan 
Pendapatan dan Belanja Desa karena adanya perubaban peodapatan, belanja clan pembiayean, perlu dilakukan 
perubahan Angs;u-an Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anmu-an ..... 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaglli:mana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Angp;uan .... ; 

Meiiginl?,llt 1. •.... , 
4 . .. ... ; 
5 ... .. dw1 selerusnya; 

Dcngan Kescpalcltan Bcrsama BA.DAN PERMUSYAWARATAN DESA. (Nama Desa) d.an 
KEPAI.A DESA ... (Nama Dess) 

MEMU'IUSKAN: 
Menetapkan : PERATU RAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PE:fDAPATAN DAN BEIANJA DESr\. ...... TAHUN ANGGARAN •.... 

Pasal 1 ~an Pendapatan dan Belanja Oesa TahUll Anggaran ..... ~emula betjumlah Rp .......• - ( .................. ) •. ~ambah/berkurang sejumlah 
Rp ....... ,- ( ..... .... . ) sehlngij';l menJadi Rp ...... .... ,- ( ..... ..... ) dengan rinoan sebagai berilrut: 1. Pendapatan Desa a. semula 

Rp .. • •······ ....... •· 



b. bertambahj(berkurang) 
Jumlah pendapatan seteJah perubahan 

2. Belanja Desa 
a. semula 
b. bertambah/(berkuranS) 
Jumlah belaaja setelah perubahan 
Surplus/ (Oefisit) serelah perubahan 

3. Pembiayaan Desa 
3.1. Penerimaan Peml>iayaan 

Rp .... .......... ,. ... . 
Rp ......... . ........ .. 

Rp . ................ . 
Ro ............ .... .. 

Rp . ..... .. .... ... .. . 
Rp . .. ............. .. 

a. St:m.ula Rp ........... .. .. ... . 
b. Bertambah/(berkurang) Rp .... ...... ...... . 
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp ....... ... .... .. .. .. 

3.2. PetlgT,luru·an Pcmhie.yaan 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Rp ... ... ...... .... , .. . 
Rp ... .. .. .. ......... . 

Sclisih Pembiaye.an setelah perubahan( a - b ) Rp ....... ... .... ., ... 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Perubahan Angg,,mn Pendapatan da.n Belanja 
Desa sebagalmana dlmaksud Pasal l tercantum dala:m Lampiran 
yang mentpakan bagian tak terpisahkan dari Per.aturau Desa ini. 

Pasal 3 
Kepala Desa men etapkan Peratw:an KepaJa Desa tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagai landasan operasional pelaksanaan Pentbahan APBDesa. 

Ps1Sal 4 
F't:raluran Desa ini mulai berlaku pada ta.nB&al diu.ndauf$kan. 

Ag;,r setiap orang dapat menget,ihui, memcrint,ibkan pengundan~ 
Peraturan Dcsa ini dalam Lembarao Desa ... (nama Desa). 

Ditetapkan ell ...... .... ........ .. 
pada tanggal ...... .......... ... . . 

KEPALA DES.I\ (Nama Desa) 

tanda tangim 

NAMA 
DiUlldaogkan di ... 
pada tanru,,a.l ... 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

LElvlBARAN DE$A . . (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 



F.2. Format Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan BelanJa Deaa 

I.A\fPIRAN 
PERATURAN DESA 

NOMOR. ...... TAHllN ..... .... . 
TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PERUBAHAN Al'\JGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA. ....... .. .. .. 
TAHUN ANGGARAN ............ . 

Contoh: 

SEMUIA MEt{JADJ 
KODE REKENING URAJA ANGGARA ANGGARA 

N N (Rp.) 
URAJAN 

N (Rp.) 
I 2 3 4 5 

a b C a b 

Cara pengisian : 
Kolom I : diisi dengan kode rekening berdasarkan 
klasifikasi b id.ang kegiatan 
Kolom 2 : diisi dengan kode rekening 
berdasarkan klasifikasiJ ekonomi 
KoJom 3 : diisi dengan selmuh uraian 
sebelum perobahan 
Kolom 4 : diisi dengan 
anggitran sebelmn perubahan 
Kolom 5 : diisi dengan scluruh uraian 
setelah pentbahan 
Kolom 6 : diisi dengan 
angg,iran setelah pentba.han 
Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah 
an~an yang berubah 
Kolom 8 : diisi dengan sumber 
dana 

6 

BERTA 
MBAH/ SUMBER DANA (BERKU 
RA.NG! 

7 8 '- ..... 

.......... ... .... .... , .......... ....... . 
......... 20 .... . 

Kepala Des a, .. .............. . .. 

( ...................................... ~ 



G.1. Format Peraturan Desa tentang Peraturan KepaJa Desa tentang 
PenJabaran Perubahan APB Deaa. 

KEPALA DESA .... . (Nam a Desa) 
KABUPATEN/KOTA ........ (Nam a Kabupaten/Kota) 

PERATURAN KEPALA DESA ... {Nam a Desa) 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENI'ANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA.NIA 

DESA 
TAI JUN ANG GARAN .. ........ .. ........ . 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

.KEPAlA DESA ... (Nama Desa), 

Menimbang : bahwa sebagal pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa 
Nomor....... Tahun teutang Perubahan Ansgaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tabun Anggaran ..... , maka 
per!u menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .... (Nama 
Desa) Tahun Anggaran ...... ; 

M engingat : 1. .. ... ; 
2 ...... ; 
3 . ..... dan seterusnya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN KEPALA OESA TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHA,'I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BElANJA 
DESA .... (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN ..... 

Pasal l 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Angg;iran 
..... semula berjumlah Rp ....... ,- ( .................. ), 
bertambah/berkurang sejumlah Rp ....... ,- ( .......... ) sehin~ 
menjadi Rp .. ........ ,- ( .......... ) dengan rinclan sebag;ai berikut : 
1. Pendapatan Desa 

l. l. Pendapatan Asli Desa 
a Semula 
b. Bertambah/{berkurang) 
Jumlab PADesa setelah perubahan Rp .. ......... ...... . 

Rp .............. .. .. 
Rp.,tt :t: •" ·· ··"·· 



1 5 Sub Bidang Pertanahan 

1 5 01 Sertifikasi Tanah Kas Desa 

1 5 02 Ad.ruinistrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi 
Ageuda Pertanahan) 

1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 

1 5 04 Mediasi Konflik Pertanahan 

I 5 05 Penyuluhan Pertanahan 

1 ~ 

;;, 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

l 5 07 Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa •• 

1 5 90 lain-lain kegjatan sub bidang pertanahan" 
-
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2 BIDANG PEI.AKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

Bidang Pelaksanaaa Pembangunan Desa berisi sub bida.ng dan kegiatan 
dalam pembanguna.n pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. 
Pembanguuan tidak berarti hanya pembangtman secara fisik akan tetapi 
juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan 
pembii1aa11, bidang ini rne.ucakup: 

2 l Sub Bidang Pendidikan 

2 l 01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasal1 Non-Fonnal Milik 
Desa..,. (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 

1 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dsl) 

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 

2 1 04 Pemellnaraan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ 
Sanggar Belajar Milik Desa •• 

2 1 05 Pemellharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah 
Nou-Fonnal Milik Desa*' 

2 1 06 Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan/ Pen~daan Sarana/ Prasarana/ Alat 
Pera~ Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal 
Milik Desa** 

2 1 07 Pernbangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana 
Perpustakaan/Tarnan Bacaan Desa/ Sangg.ir Belajar Milik Desa .. 

2 l 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pen~daau Buku-buku Baca.an, Honor 
Penjaga untuk Perpustakaan/Tarnan Bacaan Desa) 

'2 1 09 Pengem bangan dan Pembinaan Sa11ggar Seni dan Belajar 

2 1 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 

2 1 90 lain-lain kegiatan sub bidang penclidikan* 
-

99 

2 2 Sub Bidang Kesehatan 



2 2 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-
obatan; Tambahan lnsentif Bidan Desa/ Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan 
KB dan Alat Kontmsepsi bagi Keluarga Miskin, dst} 

2 2 02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Ke]as lbu Hamil, Kelas 
I.ansia, Insentif Kader Posyandu) 

2 2 03 Penyuluhan dau Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga 
Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 

2 2 04 Penyelenggaraan Des a Siaga Kesehatan 

2 2 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa 

2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB} 

2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 

2 2 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes /PKO 

2 2 09 Pem bangunan/ Rel1abilitasi/ Peningkafa.n /Peng,idaan Saran a/ Pra'!arana 
Posyaudu/Polindes/PKD ** 

2 2 90 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan* 
-

99 

2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum da.n Penataan Ruang 

2 3 01 Pemeliharaan J alan Desa 

2 3 02 Pemeliharaan Jalan Ungkungan Permukiman/Gang 

2 3 03 Peme!iharaan Jalan Usaha Tani 

2 3 04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa 

2 3 05 Pemeliharaan Prasarana J alan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/ Slab 
Culvert, Drainase, Prasarana J alan lain) 

2 3 06 Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 

2 3 07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan 
Milli< Desa 

2 3 08 Pemeliharaan Em bung Milik Desa 

2 3 09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 

2 3 10 Pembangtman/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa *• 
2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan J a1an Lingkung,in 

Pem1ukiman/Gang *< 

2 3 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani..,, 

2 3 13 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan J em bat an Milli< Desa 
** 

2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-
gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, PrasaranaJaJan lain)** 

2 3 15 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan** 

2 3 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs 
Bersejarall Milik Desa/ Petilasan 



2 3 17 Pembuatan/Pemutakbiran Peta Wilayah dan Sosial Desa ** I 
2 3 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 

2 3 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkalan Embung Oesa""' 
2 3 20 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peni.ngkatan Monumen/ Gapura/Bata s Desa ""' 
2 3 90 lain-lain kegiatan sub bidang pekeriaan umum dan penataan ruang" 

-
99 

2 4 Sub Bidang Kawasan Pennukiman 

2 4 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak 
Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 

2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 
2 4 03 Pemeliharaan Sum ber Air Bersih Milik Desa (Mata Air /Tandon Pen~pung;m 

Air Hujan/Sumur Bor, dll) 

2 4 04 Perneliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) 

2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi Pennukiman (G'orong-gorong. Selokan, Parit , dll., 
diluar prasaranajalan) 

2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 

2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman 
(Penampungan, Bank Sampah, dll) 

2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Orainase, Air limbali Rumah 
Tan2l1'al 

2 4 09 Pemellharaan Taman/Trunan Bermain Anak Milik Desa 

2 4 10 Pemba.ngunan/Rehabilitasi/Peningkatan S-umur Resapan -
2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan S-umber Air Bersih Milik Desa (Mata 

Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)*' 

' 
2 4 12 Pernbangunan/ Rehabililasi / Peningkalan Sam bungan Air B ersih ke ,Rum ah 

Tansga (pipanisasi, dll) ** 

2 4 13 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pennukiman (Gorong-
gorong, Selokan, Parit, dll .. diluar prasaranajalan) *' 

2 'I 1'I Pembangunan/ Rehabilitas / Peningkatan Fasilitas Jam ban U mum/ i\![CK 
umum dll •• 

2 ·1 15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah 
Desa/Permukiman (Penampungan, Bap.k Sampah, dll)** 

2 4 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Li:mbah 
(Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)H 

2 4 17 Pembangunan/Rebabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik 
Desa"" 

2 4 90 lain-lain kegiata.11 sub bidangperumahan rakyat dan kawasan pemukiman* 
-

99 
' 
I 

2 5 Sub Ridang Kehutanan dan Llngkungan Hidup 



2 5 01 Pen~olaan Hutan Milik Desa 

2 5 02 Pen~olaan Llngkungan Hidup Desa 

2 5 03 Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/Penyadaran tentang Unglmngan Hidup 
dan Kehulaoan 

2 5 90 lain-lain kegjatan sub bidang Kehutanan dan Llngkungan Hidup• 
-

99 

2 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan lnfonnatika 

2 6 01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 

2 6 02 Penyelenggaraan lnfonnasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho 
lnformasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) 

2 6 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/lnstalasi Komunikasi dan Infonnasi 
Loka!Desa 

2 6 90 lain-Jain kegjatan sub bidangPerhubungan, Komunikasi, dan Informatika* 
-

99 

2 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 

2 7 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Altematiftingkat Desa 

2 7 02 Pembangtman/Rehabilitasi/Peningkatan.Sarana dan Prasarm1a Energi 
Altematif tingkat Desa •• 

2 7 90 lain-lain kegi.atan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral• 
-

99 

2 8 Sub Bidang Pariwisata 

2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata 1\1.ilik Desa 

2 8 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata 
Milik Desa •• 

2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 

2 8 90 
-

99 lain-lain k...,;<>tan sub bidan" nariwisata• 

3 BIDANG PEMBfNAAN KEMASYARAKATAN DESA 

Bidang pembinaan kemasyarakatan berlsi sub bidang dan kegiatan untuk 
meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga 
kemasyarakat an desa yang mendukung proses pembangtmau desa yang 
meucakup: 

3 l Sub Bidang Ketenterrunan, Keteniban U mum, dan Pelindun£7U1 Masyarakat 

3 1 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Kearnanan Desa (pembangunan pos, 
pengawasan pelaksanaanjadwal ronda/patroli dll) •• 

3 I 02 Pcngµatan dan Pcningl<atan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keteitibru1 oleh 
Pemerintab Desa (Satlinmas desa) 



3 1 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman. Ket~ban,_dao Pclindungan 
Masyarakat (dengan masyaraka.t/instansL pemermtab daerah, dill Skala 

Lokal Desa 
3 1 0'1· Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 

3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 

3 1 06 Bantuan Huktun Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 

3 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan 
PelindWlgan. Masyarakat 

3 1 90 lain-lain kegiatan sub biclang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 

- Pelindungan. Masyarakat• 
99 

3 2 Sub Bidang Kebuclayaan dan Keagamaan 

3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 

3 2 02 Penfjriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa 
di tingkat Kecamatan clan Kabupaten/Kota 

3 2 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keaga.maan 
(perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 

3 2 04 Perneliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumab Adat/Keagan1aan 
Milik Desa •• 

3 2 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa •• 

3 2 90 lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keag:unaan• 
-

99 

3 3 Sub Bidang Kepemudaan clan Olah Ra{?J:l 

3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan clan Olah Raga sebagai Wakil Desa di 
tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 

3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan 
Wawasan Kebang;aan, dll) tingkat Desa 

3 3 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kep~udaan dan O!al1raga tingkat Desa 

3 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepernudaan dan Olah Raga Milik 
Desa•• 

3 3 05 Pembangunan/RehabiUtasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana ~pemudaan 
dan Olah Rat?J:l Milik Desa** 

3 3 06 Pembinaan KarangTaruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 

3 3 90 lain-la.in kegiatan sub bi.dang Kepemudaan dan Olah Raga* 
-

99 

3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 

3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 

~ I 



3 4 02 Pembinaan LKMD /LPM/ LPMD 

3 4 03 Pembinaan PKK 

3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 

3 4 90 lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat* 
-

99 
' 

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASY ARAKAT DESA 

Bidan" Pemberdayaan Masyarakat mcmcakup sub-bidang dan kegiatan yang 
diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam 
menin,gkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup: 

4 1 Sub Bidang KeJa-1.ltan dan Perikanan 

4 1 01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 

4 1 02 Pemeliharaan Pclabuhan Perikanan Sung;ti/Kecil MiLik Desa 

4 I 03 Pem bangunan / Rehabilitasi / Pe:ningkatru1 Karam ba/ Ko lam Perikanan Dar at 
Milik Desa** 

4 1 04 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sung,ai/Kecil 
Milik Desa** 

4 1 05 Bantuan Perikanan (Bi bit/ Pakan/ dst) 

4 1 06 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan 
Darat/ Nelayan ** 

4 I 90 lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan• 
-

99 

4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 

4 2 01 Peningkatan Produksi Tana.man Pangan (A!at Produksi dan pengolahan 
pcrtanian, pengfjlingan Pacti/jagung. dll) 

4 2 02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan 
peternakan, kandang, dll) 

4 2 03 Penguatan Ketahanan Prulgan Tingkat Dcsa (Lum bung Desa, dll) 

4 2 04 Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier /Sederhana 

4 2 05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna LIIltuk 

Pertanian/Peteruakan •• 
4 2 90 lain-lain kegiatan sub bidang Pertan.ian dan Peternakan• 

-
99 

4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas A~aratur Desa 

4 3 01 Peningkatan kapasitas kepala Desa 

4 3 02 Peningka.tan kapashas perangkat Desa 
4 3 03 Peningkatan kapasitas BPD 

4 3 90 lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa 
-



I I 99 

4 4 Sub Bidanu Pemberdavaan Peremouan. PerlindunP:an Anak dan Keluarga 
4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Per empu an 

4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 

4 4 03 Pclatihan dan Pcnguatan Pcnyandang Difabcl (penyandang disabilitas) 

4 4 90 lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan clan Perlindung;an 
- Anak* 

99 

4 5 Suh Bidang Koperasi, Usaha Milcro Keri! dan Meneng;ah (UMKM) 

4 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUO/ UMKM 

4 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usah a Mikro, Kecil dan Menengah serta 
Kooerasi 

4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Glm a lmtuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan 
Non-Pertanian 

4 5 90 lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, U saha Kecil dan Menengah • 
-

99 

4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 

4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan clan Pembentukan Awai BUM Desa) 

4 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 

4 6 90 lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal• 
-

99 

4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 

4 7 01 Pemcliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa 

4 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa .. 

4 7 03 Pengembangan lndustri kecil level Desa 

4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi 
produktif (pengrajin, pedagang industri rumah tangga, dll) "" 

4 7 90 lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindttstrian* 
-

99 

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DA.N 
MENDESAK DESA 
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 
digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 
mendesak: 

5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 

5 1 00 Penanggulang;ui Bencana 



5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 

5 2 00 Keadaan Darurat 

5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak. 

5 3 00 Keadaan Mendesak 

• • (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleb Kabupaten/Kota} 
• = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : 
• Pcmbangunan, atau 

Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan) 

A.2. Daftar Kode Rekenfng Pendapatan, Belan,ja, dan Pembiayaan 

K Dile Rekentn11: 
Uraian 

a b C d 
4 PENDAPATAN 
4 I Pcndapatan Asll Desa 

4 l l Hasil Usaha 
4 I l OJ Oagl Hasll BUMDcs 
4 I I 90- Lain-lain 

9!I 
4 1 2 Hasil Asct 

4 1 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Do,sa 
4 l 2 02 Tambatan Pemhu 
4 I 2 03 PasarDesa 
4 I 2 04 Tempat Pemandian Umum 
4 I 2 05 Jaringan lrlgasl Dcsa 
4 I 2 Ob Pelelangan Ikan Milik Desa 
4 I 2 07 Kies Mlllk Des a 
4 I 2 08 Pt:manfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik 

Oesa 
4 I 2 90- Lain-lain 

99 
4 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 
4 1 3 01 Swadaya, partisipasl dan gotong royong 
4 l 3 90- Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 

99 
4 1 4 Laln-Jaln Pcndapatan Asli Desa 
4 l 4 01 Hasil Pungutan Desa 

4 I 4 90- Lain-lain 
99 

4 2 Transfer 
4 2 I DanaDesa 
4 2 L OJ DanaDesa 
4 2 2 Bagian darl Hasll Pajak- dan Rctribusi Dacrah 

Kabuuaten / kota 
4 2 2 01 Bagian da:ri Hasil Pajak dan Rctr ibl.l3i Daer ah 

Kabuoaten/ kota 
4 2 3 Alokasi Dana Dcsa 
4 2 3 01 AlokMI Dana Or.sa 
4 2 4 Ba.ntuan Keuang;m Provinsi 
4 2 4 01 Bantuan Kcuengan dari APBD Provinsi 



4 2 4 90-
99 

Laln-laln Bantuan Keuangan dari APBD Provins! 

4 2 5 Bantuan Kcuangan APBD Kabupaten/Kota 
4 2 5 01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 
4 2 5 90- Lain· lain Bantuan Kcuangan dari APBD 

99 KabunatenlKota 
4 3 Pcndapatan Laln·laln 
4 3 l Pencrima.,n dArl Hasll Kcrjasama antar D~a 
4 3 I 01 Penerl.maan dari Hasil Kerjasruna antar Desa 
4 3 2 Pcncrimaan dati Ha.sil Kcrjasama Dcsa dcngan Pibak 

Kotlaa 
4 3 2 01 Pencrimaan dru-i Hasil Kcrjasama Desa dengan Pihak 

Ketl1,a 
4 3 3 Penerimaan dari Bantuan Peru.-sahaan yang bcrlokasl dJ 

Oesa 
4 3 3 01 Pcnerltnaan clari Bantuan Pcnisabaan ynng bcrlokasl 

di Oesa 
4 3 4 HJbab dan sum bangan dari Plhak Ketiga 
4 3 4 OJ Hibab clan sunl.l:,augau dari Pihak Ketiga 
4 3 5 Koreksl kcsalahan belanja tabun-tabun anggaran 

scbelumnya ya11g mengakibatkan penerimoan di kas Dcsa 
nada rnlmn ana"aran berialan 

4 3 5 01 Koreksi kcsalahnn belanjo tahun-tahun anggaran 
sebelumnya yang mcngakibatknn pener!maan di kas 
Deso "Bda tabun anaaaran berlalan 

4 3 6 BungaBank 
4 3 6 01 Sunga Bank 
4 3 9 Lain bun pendapatnu Desn yang sah 

" 3 9 90-
99 

Lain-lain pendapatan Dc::sa yllllg salt 

5 BELANJA 
5 I Bclanja Pegawal 
5 l I Penghasilan 'fetap dan Tunjangan Kepala Desa 
5 I I 01 Pcnghasilan Tetap Kepala Desa 
5 l I 02 Tunjangan Kcpala Desa 
5 I I 90- Penerlmaan lal.n Kepala Desa yang Sab. 

99 
5 I 2 Penghasilan Tctap dnn 1\lnjangan Perangkat Dcsa 
5 I 2 OJ Penghasilan Tetap Perangkat Desa 
5 I 2 02 'l'unjangnn Pernngkat Desa 
:; l 2 90-

99 
Pcncrlni aan Lain Pernug)<at Des a yang Sah 

5 l 3 Jaruina.n Sosial Kcpala Desa d,w Penwgkal Dcsa 
5 l 3 01 Jam.inan Kesehatan Kepala Desa 
5 l 3 02 Jami.nan Kcsehatan Perangkat Desa 
5 I 3 03 Jamin an Ketcn8{\8.kcrjaan Kcpala Ocsa 
:; l 3 04 Jaminan Kcteuag;.,.kerjaan Pernngkat Desa 
5 I 4 Tunjimgan BPD 
5 I " 01 Tunjangan Kedudukaa BPD 
5 I 4 02 'l'unjangan Kincrja BPD 
5 2 Belnnjn Barang dnn Jasa 

5 2 I Belanja Sarong Perlengkapan 
5 2 l OJ Bclanja Perlengl<apan Alai Tulis Knntor dan Benda Pos 
5 2 ] 02 Belanja Perlcngkapan Alat·alat Llstrlk 
5 2 I 03 Belanja Pc::rleugkapan Alat-alat Rumah 

Ta.11-alPeralatan dan Bahan Keberslhan 
5 2 l 04 Bclanja Bahan Bakar Mluyak/0..S/lsi Ulang Tabung 

Pemadam Kebakaran 



5 2 l 05 Belanja Perlengkapao Cetak(Pc:nggandaan • Bc:lanja 
Baran• Cclak dan Pcnnnandaan 

5 2 I 06 Belanja Perlengkapan llarang 
"'1akanlmiuuml - Belania Baran•Konsumsi 

Konsumsi 

5 2 L Of Belanja Behan/ Material 

5 2 I 08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 

5 2 I 09 Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atrlbut 

5 2 l 10 BelanJa Obat-obatan 

5 2 l II Belanja Pakan Hewao/lkan, Obat-obafan Hewan 

5 2 I 12 Belanja Pupuk/Obat· obatan Pertanian 

5 2 l 90- Belanja Barong Pcrlengkapan Ln.lnnya 
99 

5 2 2 Bclanja Jasa Honorarium 

5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan 
Ke...:at8.ll 

5 2 2 02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum 
Desai""-ator 

5 2 2 03 Belanja Jasa Honorarlum/lnsentif Pel«yru,an Desa 

5 2 2 04 Belanja Jasa Honorarium 
Ahli /Prof esi fK on sultan/ Nara sum bc:r 

5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 

s 2 2 90- Belanja Jasa Honorarium Lainuya 

\.... 
99 

5 2 3 Belanja Pcrjalanan Dinas 

5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalwn Kubupaten/Kota 

5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/ Kota 

5 2 3 03 Belanja Kursus/Pelatihan 

5 2 4 Belanja Jasa Scwa 

5 2 4 01 Bclanja Jasa Scwa Bangunan/Gedung/Ruang 

s 2 4 02 BelanjaJasa Sc<Wa Peralatan/Perleogkapan 

5 2 4 03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobllitas 

5 2 1 90- Belanja Jasa Sewn Lalrmya 
99 

5 2 5 Belanja Opcraslonal Perl<amoran 

5 2 5 01 Bclanja Jasa langganan Listrik 

5 2 5 02 Belaoja Jasa Laogganan Air Berslh 

5 2 5 03 BelanjaJasa l..angganan Majalah/Surat Kabar 

5 2 5 04 Bclanja Jasa Langganan Telepon 

5 2 5 05 Bclan)a Jasa langgamw lntemel 

5 2 5 06 Belanja Jasa Kurlr/Pos/Giro 

5 2 5 07 BelanjaJasa Perpanjangan ljin/Pajak 

5 2 5 90- Belanja Operasional Perkmitoran l..alnnya 
99 

5 2 6 Belanja Pemeliharaao 

5 2 6 01 Belanja Pemcliharaan Mesin dau Pcralalan Berat 

5 2 6 02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 

5 2 6 03 Belanja Pemeliharaan PeraJatan 

5 2 6 04 Bclanja Pcmcliharaan Bangtman 

5 2 6 05 Bclaoja Pcmcliharaan Jalan 

5 2 6 06 Bdanja Pcmellhru-aan Jtmbatao 

s 2 6 07 Belanja Pemeliharaan lrigasi/Saluran 
Sm1gai/Em1Jw1g/ Air Bersih . jaringau Air Lim bah, 
Pers run nahan. d0l 

5 2 6 08 Bclanja Pcmcliharaan Jariugau dau lus1alasJ (Llstrlk, 
J'elepon, Internet, Komunikasi, di!) 

5 2 6 90- Belanja Pemeliharaao Lainnya 
99 



!, 2 7 Belanja Bru-ang dan Jasa yang Oiscrahkan kepada 
Ma=ratakat 

5 2 7 OJ Belanja Bahan Perlcngkapan yang Discrahkan kc 
mas1mrakat 

5 2 7 02 Belanja Bantu.an Mesin/ Kendaraaan 
bermotor/Pernlutan yang dlscrahkw1 kc masyarakat 

5 2 7 03 Bclanja Bantuan Bangunan yang discrahkan ke 
mas."":.\ ra.ka.t 

5 2 7 04 Bclanja Bc-aslswa Berprestasl/Masyarakat Miskin 
5 2 7 05 R-.Janja Bantuan Bihl! Tanaman/Hewan/lkan 
5 2 ·, 90- BelAnjo. Bru-ang dan Jasa yang Oiserahkan kepada 

99 Mas••arakat LalJinva 
5 3 Belanja Modru 
5 3 L Belanja Modal Pcngadaan Tanah 
5 3 L 01 Bclanja Modal ~bebaoan/Pcmbdlan TanP.li 
5 3 l 02 Bclanja Modi)! Pcmbeyaran Honorarh>m Tlm Tanah 
5 3 l 03 Bclanja Modal Peiigukuran dan Peru buaUJ.n Scrtiftlmt 

Tanah 
5 3 l 04 Bel<111ja Modal Pengurukan dan Pcmatangan Tanah 
5 3 l 05 Belanja Modal Pcrjalannn Pen;:adaan Tanab 
5 J I 90- Belanja Modal Pcngadaan Tanah Lauu,ya 

99 
5 3 2 Belanja Modal Pcralalan, Mcsin, dan Alat Bernt 
5 3 2 O J Bclanja Modal Honor Tim yangMclaksanakan Keglatan 
5 3 2 02 Belanja Modal Pcralatnn Elekb'onil< dan 1•,Jat Studio 
5 3 2 03 Dclanja Modal Pcralatnn Komputcr 
5 3 2 04 Belanja Modal Pcralalan Mcbculair dan Aksesod 

Rua11r,an 
5 J 2 05 Belanjl\ Modal Peralatan Dapur 
5 3 2 00 Bclanja Modal Peralatan Alat Ukur 
5 3 2 07 Bclanja Modal Peralat.an Rambu-rambu/Patok Tanah 
5 3 2 OS Bclanja Modal Peralatan khuow, Kcsehatnn 
5 3 2 09 Bclanja Modal Peralatan kbusus 

Pertan lan/Pertkanan /Petemakan 
5 3 2 JO Bclanja Modal Mesiu 
5 J 2 11 Bclanj ,, Modal Pcngadaan Alat-Alat 8ernt 
5 3 2 90- Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Bemt 

99 Lains,vu 
5 3 3 Bdanja Modal Kendarn.an 
5 3 3 01 Bclartja Modal Honor Tim yang Mclakoanakan Kcgiatan 
5 3 3 02 Belanju Modal Kcndnraan Oarut Bennotor 
s 3 3 03 Bclanja Modal Angkutan Darat Tidal< Bermotor 
5 3 3 04 Bclruija Modal Kendara,n Air Bcrmotor 
5 3 3 OS Bclanja Modal AngJ.mtan Afr Tidal< Bcrmotor 
5 3 3 90- Bclanja Modal Kendanuu-1 Lai:nnya 

99 
5 3 4 Belauju Modal Gcdung. Bangu11a11 clau Tainan 
5 J 4 O J Belan la Modal ~onor T im vana Melaksanaktln Kcn-iatan 
5 3 4 02 Belania Modal Uoah Tenaaa Kcrln 
5 3 4 03 Belanja Modal Bahan Baku 
s 3 4 04 Belanja Modal Scwa Pcralatan 
:; 3 5 Bclanja Modal J1dau/Prnsarana Jalan 
5 J 5 01 Belanja Modal Honor Tlm yang Me!nksannkan Kcgiatan 
5 3 :; 02 Belanja Modal Upall Tenaga Kcrja 
5 3 5 03 Belanja Modal Saban Dn.ku 
:; 3 5 04 Bclanja Modal S<::wa Pcralatan 
5 3 6 BelAnja Modal Jembats.u1 



5 3 6 01 Belanja Modal Honor Tiin yang Melaksanakan Keglatan 

5 3 6 02 Belanja Modal Upah TenagaKc:rja 

5 3 6 03 8elnnja Modal Ballan Baku 

5 3 6 01 Belanja Modal SewaPemlatan 

5 3 7 Belanja Modal lrlgasl/Embung/ Air Sungal/Draiuase/ Air 
Umbah I Persam-~"ru1 

5 3 7 01 Beltlllja Modal Honor Tim yaug Mclakllanakau Kegiahul 

5 3 7 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerjn 

5 3 7 03 Belanja Modal Ballan Baku 

5 3 7 04 Bclanja Modal Sewa Pcralatan 

5 3 8 Belanja Modal Jaringan/Instalasi 

5 3 8 01 Belanja Modal Honor Tim yang Mclaks• nakan Kegl»tan 

5 3 8 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerjtl 

5 3 8 03 Belnnjn Modal Baht1n Baku 

5 3 8 04 Bclanja Modal Sc...-a Pcralatan 

5 3 9 Bclanjo Modal lalnnya 

:, 3 9 01 BelanJa Modal kbusus Pcndidlkan droi Petp\lStakaan 

s 3 9 02 Bel(Ulja Modal khusus Olahraga 

5 3 9 03 Belanja Modal khusus 
Kcsenlan/Kebudavaan /kean-runaan 

5 3 9 O'I Behmja Modal TwubuhanfTamunWJ 

5 3 9 05 Bclanja Modal Hewan 

5 3 9 ~ Belanja Modal l.alnllya 
99 

s 4 Belanja Tok I I Tcrou-
5 4 I Belanja Tak ·rcrdU§l 

5 4 I 01 Bclanja Tak TcrdU!J'l 

6 PEMBIAYAAN 
G I Pcnerimaan Peru.bla.yaan 

6 I I SILPA •ra1,un Sebelumya 
6 1 I 01 SILPA Tahun Sebelumnya 

0 l 2 Pencairan Daua Ca.daugan 

6 I 2 0 1 Pcncalran Dana Cadangan 

6 1 3 Hasil Pcnjualan Kckayaan Dcsa yang Djpisahkan 

ti I 3 01 l!asil Pcnjualan Kc.kayaan Dcsa yang Dipisahkan 

6 I 9 Pencrlrnaat1 Pcmbiayaan Lalnnya 
0 1 9 'lO- Penerhnann Pemb!3yann Lafnnya 

99 
0 2 Pcngcluaran Pembiayaan 
6 2 I Pembeutulm.n Dana cactaoga11 
ti 2 I 0 1 Pembcntukan Dann Cadnngnn 
6 2 'l Pet,yc:naau Modal Dcsa 
6 2 2 0 1 Penyertaan Modal Dcsa 
t, 2 9 Pengeluaran l'cmbiayaan lainnya 
6 2 9 90-

99 
Pengeluaran Pcmbiayaan lalnnya 

~ I 



B. Format Matetl Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/WallKota tentang 

Penyusunan APB Desa 

MATER! MUATAN 
PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI/WAU KCYfA 

TENTANG 
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan APB Desa paling 

sedikit memual: 

A. Sinkronisasi Kebijakai.1 Pemeriotah Daerah Kabupate.11/Kota dengan 
kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa 

B. Prinsip PenyusUJ1an APB Desa 

Memuat uraian tentang prinsip•prinsip yang harus menjadi pegangan dalam 
penyusunan APB Desa, diantaranya adalah: . d•· 
1. Scsuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemermtahan Desa 

berdasarkan bidang dan kewenangannya; 
2. Tepat wak.tu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yangtelah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-uudangan; 
3. Transparan, untuk memudahkan masyaral<at mengerahui dan mendapatkan 

akses infonnasi seluas-luasnya tentang APB Des a; 
4, Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat; 
5. Memperbatikan asas keadilan dan kepaturan; 
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinw 

dan peraturan daerab lainnya; dll.. 

C. Kebijakan Penyusunan APB Desa 

Adalah kebijakan yang perlu rnendapat perhatian pemerintah Desa dalam 
perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggar,m berkenaan, terkait dengan 
pe.ndapatan, belanja, dan pembiayaan. 

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan 
penganggaran bcrdasarkan prestasi kerja. 
Pendekatan pcnganggaran berdasarkan prcstasi kerja dilakukan dengan 
~emperhatikan. keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang 
d1harapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk 
efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. 

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada: 
1. Indlkator kinerja, yaitu ukuran keberhasllan yang akan d!capai dari keF)atan 

yang dlrencanakan; 
2. Capai~ atau target klnerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang 

akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas 
pelaksanaan dari setiap kegiatan; 

3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap wiit 
barang/jasa yang be:rlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan 
keputusan Bupati/Wali Kola. 

D. Teknis Penyusunan APB Desa 
Mengurai.kan tentang; 
I. Hal-hal yang harus diperha~ikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu 

dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa 



2. Substansi APB Desa . 
APB Desa memuat rencana peodapatan, rencana belanja untuk masmg-
masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang 
direncanakan dirincl sampai deng;:m rincian objek pendapatan, belan_1a, dan 
pembiayaan. 

a. Pend apatan 
Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Des-a Tahun. Anggaran 
berkenaan merupakim perkiraan yang te~ secara ras1onal dan 
memiliki kepastian serta dasar hukum penenmaannya Oleh karena 1tu 
dalam pedornan penyusunan APB Desa harus memuat hal-hal yang barus 
diperhatikan, yang meliputi: 
(1) Kepastian pendapatannya, termasuk pagu an~an pendapatan dari 

transfer; dan 
12) Dasar hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannya. 

b. Belanja 
Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan 
pemerintahan Des-a yang menjadi kewenang;an pemerintah Desa yattu 
kewenangan hak asal-usul dan kewcnangan lokal berskala Desa yang 
ditetapkan denym ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman 
penyusunan APB Desa secara rinci men~aikan hal-hal yang harus 
diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisl belanja yang meliputi 
belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. 

Pedoman penyusunan APB Des a harus mengatur hal-hal yang memastikan 
bahwa alokasi belanja dengan basil serta output yang akan dihasilkan 
dalam suatu kegiatan adalah logjs dan telah memperhitungkan tingkat 
kemahalan serta kondisi geogra.6s Desa Desa dapat mengatur standar 
satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harg,i satuan kabupaten 
sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat luirg;a satuan material/jasa yang 
lt:bih linggj dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang 
lrnat. 

c. Pembiayaan Desa 
Pedoman penyusunan APB Desa harus menguraikan secara rinci hal-hal 
yang perhl diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi 
pembiayaan, yang meliputi: 
(1) Penerimaan pembiayaan, tcrdiri dari SiLPA dan pencairan kembali dana 

cadang,lll; dan 
(2) Pen~luaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan 

pen~ggaran dana cadan~. 

3. Cara mengisi format APB Desa 
a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenls pendapatan Desa, yang 

dipungut/ dikelola/ diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa 
selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa. 

b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. 
Klasifikasi . bld'.111g terbagi atas _sub bidang dan kegiata.n. Klasifikasi 
ekonom1 diuraikan menurut jems belanja, objek belanja, dan rincian 
objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam 
penjabaran APB Desa 

c. Rencana_ pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang 
dapal d1gunakan uutuk menutup delisil APB Desa dan pengeluaran 
pembiayaa_n yang_ digunak~1 untuk memanfaatkan surplus APB Desa 
yang ma,,;mg-masmg dmraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, 



pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituaogkan 
dalam peojabaran APB Desa. 

E. Hal-ha! Khusus Lainnya 

Menguraikao tentang hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam 
penyusunao APB Desa, diantaraoya: 
I. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukao 

melalui swakelola, dengao memaksimalkao penggunaan material/bahan drui 
wilayah setempat, dilaksaoakan secara gotong royong dengan melibatkao 
partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan 
pemberdayaan masyarakat setempa!. 

2. Kebijakan kabupaten/kota 



C,l, Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN / KOTA ..... ... (Nama Kabupaten/ Kola) 

PERATURAN D.ESA .. . (Nama Desa) 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE-I.ANJA DESA 
TAHllN ANGGARAN .... 

OF.NGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

KEPAlA DESA (Nama Desa), 

Menimbang a bahwa Angg;:uan Pcndapatan dan Bclanja Desa sebagai wujud 
dari pengelolaan keuang,an Desa dilaksanakan secara terbuka 
dan bertnnggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmttran 
masyarakat Desa; 

Mengingat 

b. bah\\--a ~an Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
tennuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Angga:ran .... yang disusun 
sesual dengan kebutul1an penyelenggeraan pemerintahan Desa 
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian 
sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann 
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, 
makmur, dan sejahtera; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangao sebagaimana dimaksud dalam 
hun1f a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Bdanja Desa Tahun Anggaran .... ; 

1. ..... ; 
2 ... ... ; 
3 . ...... dan seterusnya; 

Den~ Kesepakatan Bersama 
SADAN PERM1JSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) 

dan 
KEPALA DESA ... (Nama Desa) 



Pasal l 
Angg$ran Pe11dapatan clan Belanja Desa Tahun A.nggaran ...... 
deugan perincian sebagai berikut: 
I. Pendapatan Desa 

Rp ......... ............. . 
2 . Belanja Desa 

a . Bidang Penyelenggaraan Pemeri.ntah Desa 
Rp . ........ .. ........ . . 

b . Bidang Pembangunan Dcsa 
Rp ........ ...... . 

c. Bidang Pcmbinaan Ke.inasyamkarn.u Desa 
Rp ..... 

d . Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Rp .. ........ . 

e. Bidang Penanggulanwi-n Bencana. 
Darurat dan Me.ndesak Desa 

Jumlah 

Surplus/Defisit 

3 . Pembiayaan Desa 
a . Penerimaan Pem biayaan 

b. Pe11ge1naran Pembiayaa.11 
····· · ·rr11 .... ...... , ., 

Selislh Pembiayaau ( a - b ) 

Pasal 2 

Rp. 

Belanja 
Rp•~· =·=--= .. ~ .. ~ .. ·=--= .. =·=--

Rp ......... .......... . .. 

Rp. 

El1. 

Rp ... ............ ...... . 

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal I, 
tercantum dalam lampiJ·an Peraturan Desa ini ynng terdiri dari: 
a. Lampiran I : Laporan Keuangan; 
b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari -

31 Descmber Tahun Anggaran .... 
c. LamJJlrao ru : Daftar program sektoral, program daerah dan 

program lainnya yang masuk ke. Desa. 

Pasal3 
Lampiran sebagaimana din1aksud dalam pasal 2 merupakru1 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal 4 
Pernturan Desa inl mulai berlaku pada ranggal diunda.ngkan. 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DESA. ...... TAHUN ANGGARAN .... . 

Pasal 1 
Angg;aran Pendapatan dan Belanja Desa Tabun Ani;garan 
.... .. dengan perincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Desa Rp ... ... ...... .. . .... ... .. . . 
2. Belanja D~a Rp ..... .. . .... ....... . .... . . 

Surplus/ Defisit Rp ... .. ... ... .. .. ....... .. . . 

3. Pembiayaan Desa 
a Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pem biayaan ( a - b ) 

Rp . .. .. ......... .. .. ...... . 
Rp, ................ ... ... 11 

Rp ........ ," ......... ..... . 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Angg;u-an Pendapatan dan Bclanja Desa 
sebagiaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Desa ini: 

Pasal 3 
Lampiran seba@'fliJnana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: 
a APB Desa; 
b . daftar penyertaan modal, jika tersedia; 
c. daftar dana <'~danga11, jika tersedia; dan 
cl. daftar kegialan yang belum dilaksanakan di lahun 

aagl",tJ"an sebelumnya, jib ada. 

Pasal 4 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Angg;rran Pendapatan dan Belanja Desa sebag.u 
landasan operasional pelaksanaan APBDesa. 

Pasal 5 
( 1) Pcmcrintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 
mendesak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebag;;i.lmana dimaksud pada ayat (l) 
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terdug,a. 

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan 
penanggu]angan bencana, keadaa.n darurat, dan 
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya dlusulkan dalam rancangan peraturan Desa 
tentang pembahan APB Desa. 

(4) Kegjatan sebagµimana dimaksud pacla ayat {l) hams 
memenuhi kriteria: 
a. bukan merupakan kegjatan normal dari aktivitas 

pemerintah Desa dan tidak dapal diprecliksi 
sebelumnya; 

b. lidak diharapkan terjadi secara bentlang; 
c. berada di.luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; 
cl. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh 



kejadian yang luar biasa dan/ atau pennasaleban. 
sosiel; dan 

e. berskala lokal Desa. 

Pasal 6 
Dalam ha! terjadi: 
d. penambahan dan/atau penguranl?fl!l dalam pendapatan 

Desa pada tahun berjalan; 
e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

antar objek belanja; dan 
f. kegiatan yang belum dilaksanakan tahtm sebelumnya 

clan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam 1ah1.m 
berjalan. 

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan 
melakukaJ1 perubahan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepadaBPD. 

Pasal 7 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetabui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Des a ini dalam Lembaran Desa ... 
.. .. [Nam a Des a) . 

Ditetapkan di ... .... .. ....... , ... 
pad a t anggal .. ................. .. 

KEPALA DESA .. (Nama Desaj 

tanda tangan 

NAMA 

Diundangkan di .. . 
pada tanggal ... 

SEKRE'TARIS DESA .. . (Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

LEMBARM DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 



LAMPlRJ\N 
C.2. Format APB Deaa P'£RATURAN DESA ..•...... 

NOMOIL .... . . .. TAHIJN ... ........ .. . 
TENTANG 
ANOOARAN PENDAPATAN DESA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DESA 
PEMERINTAH DESA. ............ . 
TAHUN ANGGARAN ............ . 

Contoh· 

KODE RI;KENlNG URAIAN ANGGARAN 
Rp. 

SUMBER 
DANA 

l 2 3 4 5 
a b C a b 

4 PENDAPATAN 
1 I PADcsa 
4 2 Tran sfer 

4 3 Pendaparan tam-Jain 

JUMLAH PENDAl'ATAN 

5 BELANJA 
I Pcnycle.ngga.raan Pf'JnerlntAhAn Oc:sa 
I I Penyelenggaraan Bclanja Pcngha.silan Teta1>, 

Tunjangan dan OpcrasionaLPcmerintahan Ocsa 

1 I 01 Pcnyediaan Pcngbasllnn Tctap dan Ttmjangan 
Kepala Ocsa 

I I 01 5 I Belnnja Pegawal 
l 3 Adminlstrasl Kependudukan. Pcncatatau Slpll, 

Statistikdan Kcarsipan 

I 3 OJ Pclayanan admJnl.,trnoi unmm dan 
kependudutom (Surat Pcngantar /Pclayanan 
KTP, Kartu Kcluarga, dill 

I 3 01 5 2 Bclanja Barang dan Jasa 

2 Pelaksanaru, Pcmbnngunan Desa 

2 L Pcndldikan 
2 1 05 Pen1ba11gmian/Rehabilitasi/Pculngkatau 

Sarena Prasarann Perpustak.8M/Tnman 
Bacaan Desa/Sanwr Belajar 

2 I 05 5 3 Belnnja Modal 
5 Pcnanggulangan Bcncana, Kcadaan Oarurat 

clan Mendcsak 

5 I Penanggulangan Bcncana 

5 l 5 4 Belanja Tak Terduga 
5 I Kcadaan Oarurat 
5 I 3 4 Bclanja Tak Tcrduga 



dst 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS /(DEFISIT) 

0 PEMBIAYAAN 

6 I Pe,1erimaan Pcmbiayaan 
6 2 Pcngduaran Pembiayaan 

SELISIH PEMBIAYMN 

............................. ............... , .... 
20 .... . 

Kepala Desa, ...... ..... .... ... . 

( ............ ........ , .............. .. ) 

Kcterangru,g Cara PenglsJan 

Kolom I 

Kolom 2 

Kolom3 

Kolom 4 

Kolom 5 

dilsi berdasarkan klasifikasi Bidang KcP,iatan: 
a . biclang; 
b. $Ub bidang; dan 
c. kegiatan 

dllsl berclnsarkan kJaslllkasl ekonoml terdiri darl PendA.patan, Bclanja dan 
Pcmbiayaan: 

Bagl:111 pcndapatan di!$!: 
a. pendapatan; dan 

b. kclompok pcndapatan. 

Baglan BelanJa dllsl: 

a . Belanja; dan 

b. j cnls belanja {di•csuaikan dcngan jeui,i kcgiatan) 
BagUul Pcmbiayaan d.Hsl: 

a. Pembiaynan; 

b. Kclompok pe,nblayaan. 

clllsi uraian Pendapatan, Bclanja clan Pembiayaan (nomcnklatnr dan kode 

rekeulng lihat lampiran A Permendagri inj) 

diisi clengoo Jumlah anggaran yanp; dlterapkrut 

dilsi sumber Dana diisidengan Sumber Dana yang digunakan dalarn 
kegjatan (kolom l.c) tcrkail 



I~ 

D, 1. Format Rancangan Perltades tentang Peajabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa 

KEPALA DESA ..... (Nama Des a) 
KABU PATEN/ KOTA .. .. .... (Nam a Kabupaten/Kota) 

PERATURAN KE PALA DESA ... (Nam a Desa) 
NOMOR ... TAHUN .. . 

TENfANG 
PENJABARAN ANGGARANPENDAPATAN DANBELANJA DESA 

TAHUN ANC',GARAN .... .......... .. ... .. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA ... (Nama Desa), 

Menimbang: bahwa scbagai pelaksanaan ketentua.n Pasal 4 Peraturan Desa 
Nomor ....... Tahun .. .. .. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Angga.ran ..... , maka perlu menyusun Peraturan Kepala 
Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa ..... (Nama Desa) Tahw1 Anggaran ...... ; 

Mengingat 1. ...... ; 
2 ....... ; 
3 ....... dan seterusnya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELA.N.JA DESA .... TAHUN ANGGARAN ..... 

Pasal l 
Penjabaran An~ran Pendapatan dan Belanja Desa Talmn An ggaran 
..... . terdiri dari: 
'1. Pendapaton Desa 

a. Pendapatan Asli Desa 
Rp ................. . 

b. Tr ansfer 
Rp .... ............. . 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah 
Rp ............. ... .. 

Jumlah Pendapatan Rp .. .. ............ .. 



5. Belanja Desa 
a. Bidang Penyelenw.raan Pemerintah Desa Rp ...... ........... . 
b. BidangPembangunan Rp .. ......... ... .. .. 
c. BidangPembinaan Kemasyaralwan Rp ... ............ .. . 
d. Bidang Fem berdayaan Masyarakat Rp ................. . 
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Daru.rat, 

dan Mendesak Desa Rp ................ .. 
Jumlah Belanja Rp"'"" ........ . 
SUrplu.s/(Defisit) Rp .. .............. .. 

6. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pemi.Jiayaan Rp ..... ............ .. 

Rp ........ , ......... . b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp ................. .. 

Pasal 2 
Uraian !ebih Ianjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dcsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal l tercantu.m dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 
Kepala Dcsa ini 

Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang 
clitetapk.an dalam Peraturan i.ni dituangkan Jebih lanjut dalam 
Dokwnen Pelaksanaan AnSr+iran (DPA) yang disusu.n oleh Kepala 
Urusan dao Kepala Seksi pelaksana keg!atan anggaran. 

Pasal 4 
Peraturan Kepala Desa ini mu.lai berlaku pada tangga] diundangkan. 

A&ar setiap orang dapnt meugetahui, memerintahkan pengundangan 
Peratu.ran Kepala Desa ini dengan penempatarmya dalam Berita 
Desa .... ... . (Nam a Des a) 

Ditetapkan di .. ................. . 
pada ta.nggal ............. .. .... .. 

KEPAU\ DESA (Nama Desa) 

tanda tangan 

NAMA 

Diundangkan di ... 
pada tanggal .. . 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 



D,2, Format Pen,labaran Aoggaran Pendapatan dan Belaaja 
Desa 

LAMPIRAN 

PERATURAN KEPAU\ OESA ....... .. 
NOMOR. ......... TA H UN ...... .... . .. .. . 
TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAJ\ PENDAPATAN 
DAN BELANJA OESA 

FORMAT PENJABARAN AJ'I/GGARAN PENDAPATAN DAN BEl,.ANJA DESA 

PEMERrNTAH DESA. ........... .. 
TA.HUN ANGGARAN .. ......... .. 

Contoh 
KELUARAN/OUTPU 

ANGG 
KODE REKENING URAIAN T 

ARAN 
VOWME SATUAN Rp. 

1 2 3 4 5 6 
a b C a b C d 

4 PENDAPATAN 

4 1 PADesa 
4 1 l Hasil usaha 
4 1 1 ... <Obyek 

Pend:>natan> 
4 2 Transfer 

4 2 1 DanaDesa 
4 3 Pendapatan lain-lain 
4 3 j Penerimaan dari 

Basil Kerjasama 
Antar Desa 

4 3 I .... <Obyek 
Pend,matan;,, 
dst ... 

JUMLAH 
PENDAPA'J'AN 

5 BELANJA 

l Penyelengg,'U'aan 
Pemerintahan Desa 

SUM 
BRR 
DAN 

A 
7 



1 I Penyelenggaraan 
Belanja Penghasilan 
Tetap, Tunjangan 
dan Operasional 
Pemerintahan Desa 

1 I 01 Peuyediaan 
Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan 
Kenrua Desa 

l I 01 5 I Belanja ~wai 
l 1 01 5 I l Penghasilan Tetap & 

Tunjane,m Kepala 
Desa 

I l 01 5 l I ... <Riocian Obyek 
Belania> 

l 3 Ac!minis lrasi 
Kependudukan, 
Pt-nca1ata n Sip il, 
Statls t ik dan 
Kearsioan 

1 3 01 Nayanan 
administras i um um 
dan kependudukan 
(Surat 
Pengantar / Pclayana 
n KTP, Kartu 
Kcluar= , cl!Jl 

1 3 01 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa 

1 3 0 1 2 2 2 Bclanja Jasa 
Honorarium 
< Rincian Obyek 
Bclania> 

2 Pelaksanaan 
Pcmban=man Dc:sa 

?. I Pendid.ikan 
2 I 05 Pcmbangunan/Reha 

bilitasi/Peningkatan 
Saranu Prasarana 
Perpustakaan/Tama 
nBacaan 
Desa/Sansgar 
Belaiar 

2 I 05 5 3 Belanja Modal 
2 l 05 5 3 4 Belanja Modal 

Gedungd;\n 
Banmman 

I I 05 s 3 4 ... <Rincian Obvek 
B~lania> • 

5 Penanggulaogan 
Bencana, Keadaan 
Darurru dan 
Mendesak 

5 l Perumggulru1ga11 
Bencana 



5 I 00 Penanggulangan 
Bencana 

5 I 00 5 '1 Belanja Tak Terdu ga 
5 I 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga 
5 I 0 0 5 4 00 00 B elanJa Tak Terduga 

JUMLAH B ELANJA 
SURPLUS 
I !DEFlSl'l'I 

6 PEMBIAYAAN 
6 I Penerimaan 

Pembiayaan 
6 l l SiLPATahun 

Sebelumnya 
6 l 1 l S iLPATalmn 

Sebelumnya 
6 2 Pengeluaran 

Pembiavaan 
6 2 1 Pembentwcan Dana 

Cad~naan 
6 2 2 1 Pembeotukan Dana 

Cadangan 

d~t 

S ELISIH 
PEMBIAYAAN 

Keterang;an Cara Pengis ian: 
Ko!om 1 d iisi berdasarkan klasifikasi Bidang 

Kegiatan: 
a bitlaog; 
b . sub bidang; clan 

c. kegiatan 

······ ········ ·······, 

...... 20 ..... 
Kepala Des a , 

( .................... . 
. . .. . .. . .. . . . . .. . ) 

Kolom 2 Kode rekerung diisi berdasark an klasili.kasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, 
Belanjadan 
Pembiayaan : 
- Bagiao pendapatan cllisi: 



Kolom 3 

Kolom 4 

Kolom S 

Kolom6 

Kolom 7 

a. Pendapatan: 
b. kelompok pendapatan: 
c. je1Jis pendapatan; den 
d. obyek pendapatau 
Bagian Belanja diist 
a. belanja; 
b. jenis belanja (disesuai.kan dengan jenis 
kegiatan); 
c. obyek belanja: dan 
d. rincian obyek belanja. 
Bagian Pembiayaan d.iisi: 
a pemhiayaan; 
b. kelompok pembiayaan; dan 
c. jenis pemblayaan 

Uraian Penclapatan, Belanja dan Pc:,nbiayaan (Lihat Lampiran A Pcnuendagri 
ini) 
Volume diisi dengan volume (iumlah) 01.1tput kegiatan (Kolom l.c) clan volume 
(ju.mlah) 
input pada riucian obyek belanja 
(.Kolom 2 .d) 

Satuan diisi deugan satuan output (paket, unit. km, I-la) kegiatan dan satuan 
(paket, unit) 
input padarincian obyck belanja 
Ansgaran diisi dengan jumlah an~ yang 
ditetapkan 
Sumher Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan 
(kolom l.c) tecl<ait 



E . Format Panduan Evaluasl Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

PANDUAN EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DESA 

TENrANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D ESA 

A. DASAR PEMIKIRAN 

I. Anggaran Peodapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud darl 
pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah 
Desa dan Badan Pennusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan 
bertanggung jawab untuk s ebesar-besarnya kemakmurau masyarakat Desa 
ditetapkan tiap tabun dengan Peraturan Desa. 

2. APB Oesa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang 
berdasarkan asas tm.nsparan, akuntabel, partislpatif, serta tertib dan d isiptin 
anggaran. 

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa 
ientang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati/Walikota. 

4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Mcnteri Dalam Ncgeri 
perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagal acuan 
Bupati/Walikota mclaku.kan cvaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa dan Rancangan Peraruran Desa tentang Peru bahan APB Desa. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu: 
l. Maksud 

Panduan ini dimaksudkan unnlk me1~jamin tercapainya 1>rinsip kepa.tuhan, 
keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuang;m Desa dslam 
membiayal Pe.mbangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang 
mengutrunakan kepeotingan umum dan sesuai dengan ketentuan peranrran 
perundangan. 

2. Tuju an Umwn 

Panduan inf bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati/Walikota 
dao/ atau Camat dalam r an!l)<a evaluasi Rancan~ Peraturan Desa tentang 
APB Desa atau Rancang;m Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa 

C . SASARAN E:VALUASl 
Sasaran pelaksanaan evaluasi, y ,;dtu: 
I. Dipcroleh data dan infom1asi yang akan menjadi dasru- untuk memberikan 

pen.ilaian kepada Desa dalam kaitannya dcngan kepanlhan penyusunan dan 
penetapan Rancang;m Pernturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan 
Peraturan Desa lentang Pembahan APB Desa. 

2. Diperolch data dan infonoasi yang akan mcrijadi dasar untuk member ikan 
penilaiau kepada Desa dalam kaitaunya dengan substansi dan maieri 
Rancangan Peratur an Desa tentang APB Desa dan 'Rancangian Peraturan 
Desa tentang Perubahan APB Desa 

D. RU ANG UNGT-..'UP EVALUASJ 
l{uang lingkup pela.ksanaan Evaluasi, yaitu : 
1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi 



terkalt dolrumen pendukung dalam penyusunan Rancaugan Peraturan Desa 
tentang APB Desa dan Rancangnn f'eraturan Desa t entang perubahan APB 
Oesa; 

2. Aspek kgaJitas yang meliputi identilikasi peranm.u1-peraturan yang mela.ndasi 
penyusunan Rancang."111 Peraturan Desa dimaksud; 

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan matcri 
dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan 

4. Aspek substansi anggarao da!am struknu- APB Oesa yang meliputi 
pendapatan, belanja dan pembiayaau. 

E. EVALUASJ 
1. Persiapan Evaluasi 

a Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan perslapan 
evaluasi, yaitu: 

J) Pembentukan Tim Evruuasi APB Desa Kahupaten/Kota ditetapkan 
dengan Stu-at Keputusan Bupati/Walikota tcntang Pembentukan Tim 
Pelaksanaan Evaluasi APB Desa clilampiri Pedoman Pelaksanaao 
Evaluasi APB Desa, dalarn ha! pelaksanaan evaluasi olch 
Bupati/ Walikota 

2) Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dlm~sud huni[ a , terdirl dari: 
aj Ketua 

b) Sckretaris 

b)Anggot.a 

Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 
Kabupateo/Kota 

Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pcmerintahan Dcsa Kabupaten/Kota atau 
sebut an lainnya 

SKPD terkalt 

3) 8ertlasarkan Peraturnn Menteri nu, Bllpati/Walikota dapat 
mcndelegasikan evaluasi Rancang,m Peraturao Desa tentang APB Desa 
dan Rancan~ Petaturan De:<A tenta.ng Perubahan APB Desa kepada 
c;ama1 ata:u sebu ran lainnya. 

Apabila pelaksanaan evaluasi APB Desa d!del~sikan kepada Camat, 
selanjutnya Bupati/Walikola menerbitkan Surat Keputusan 
Bupati/Walikota tentang Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilamplri 
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa 

4) Pendelegasian kewcnang-an melalrukan evaluasi Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Dcsa dan Raucang;m Pcraturan Di,sa lentang 
Perubahan APB Desa kcpada ca.mat atau sebutan lainoya, selanjutnya 
Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari: 
a) Ketua Camat 
b) Sekretaris Kasi Pemberdayaan Masya.rakat Desa 

Unsur pemerlntah kecamatan dan llPT 
Kecamatan terkalt 

c) Anggota 

5) A:nggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memi!lki 
kompetensi sesual bidaugnya dar! unsu.r terkait u ntuk melak:ukan 
evaluasi Rancang;m peraturan Dcsa tentang APB Desa dan Rancanga.u 
Peraturan Desa tenrang Pentbahan APB Desa 

6) Segala biaya yang dihutuhkan old1 tim evahrnsi dalam melaksAnakan 
tugas11ya dlbehankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBO) Kabupaten/Kota. 



b. Dokumen Evaluasi 
I) Dokumen U1ama 

a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang tclah discpakati 
bersama BPD; dan/atau 

b) Rancangan Feraturan Desa temaug Perubahan APB Desa yang telab 
disepakati bersama BPD. 

2) Doinun en Pemutjang (alat verilikasi) 
a) Disampaikan oleh Desa 

Kepntusan Musyawa.rah BPD Pembahasan dan Penycpakatan 
Ranc.angan Pt:~aturan Desa tentang APl3 Desa (untuk cvaJuasi 
Rancangan Pcrdes tcntang APB Desa), berita acara hasil 
musyawarah; atau 

- Keputusan Musya.warah BPD Pembahasan dai,1 Penyepakatan 
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk 
evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desaj; 

- Rencana. Pembaugunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desaj. 
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan. 
- Dokwnen yang relcvan (misal, Perdes tent«ng pembea1ukan dana 

cadangan, Pt:rdes tent,mg pcndirian BUMDr.sa, hasil analisa 
kelayakan penyert"8.ll modal BUMDes, clll) 

b) Disiapkan oleb Tim Evaluasi 

Perattiran Bupal.i/Walikota tentang ftugelolaan Keuangan Des a 
- Pcraturan Bupati/Walikota tentang Da!iar Kewenangan 

berdasarkan hak asal-usal dan lokal bcrskala Desa 
- Perdcs tentang Penetapan Dafrar Kewenangim berdasarkan hak 

asal-usul dan lokal berskal desa 

Peraturan Bupat1/Walikota tcntang Pcng;ldaan Barang/Jasa di 
Desa 

Peraturan Bupati/Walikota tentang Dana Desa 
• Peraturan 13upati/ Wal ikota tentang Alokasi Dana Desa 

Peraniran Bupati/Walikota tentang Bagi Ha.sil Pajak dsn Retrlbusi 
Daerah 

- Peraturai1 Bupafi/Wallkota tenlang Satua.n Har~ Kabupaten/Koia 
yang didalamnya mengatur Standar Elarga di Desa 

- Peraluran Bupati tcntang Ungkup Pembangunan Desa 
- Pt:raturar1 Daerah ten tang Auggaran Pendapalan Belanja Daeral1 

2. Pelaksanaan Evaluasi 

Proses evaluasi diJaksanakan dengan menempub 2 (dua) tahapan, yaitu: 
a P(emerlksaan kelengj<a.pan dokumen, cvaluasi administrasi clan legalitas. 

I) Evaluasi ad.ministrasi rian kg,'l.litas meneliti heberapa bal sebagai 
berilrut: 

a) Kepatuhan alas kelengkapan pen yam palan dokumen evaluasi; 
b) Kepatuhan atas penyaj ian infonnasi dalam Raucaagan perantr<111 

yang akan rlievaluasi; 

c) Konsistensi penggunaau dokumen dan infonna.-ii dalarn Rancangan 
peraturan yang akan dievaluasi; 

d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan 
telmis penyusunan peraltrran Desa; 

.,)ii 



21 l..angkah-langkah evaluasi: 
a) Langkah I : Pengumpulan dokumen evaluasi; 
b) Langkah 2 : Pencaiatan nomor, tanggal d.an kelenglrnpan lampiran 

semua dokumen; 

cJ Langkah 3 : Penelitlan dan penllllJlalisian nomor, tanggal dan 
kelengkapan lampiran semua dolmmen; 

di Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen 
dengan ketentuan yang berlaku tentang barns waktu penyampaian 
dokumen; 

e) Laagkah 5 : Keslmpulan secara narasi (entang hasil langkah I s/ d 
4. 

Calatan: Jika dari basil pemeriksruin kelengkapan dokumen tidak terpenuhi 
sesuai ketentuan, Ton Evaluasi meminta kepada Pemcrintah Desa 
untuk mclengkapinya. Waktu pclaksanaan evaluasi dihitung kembali 
setelah dolrumen diterima secara lengkap. 

b. Evaluasi kebijakan dan struktur AF9 Desa/perubahan APB Desa. 
Langkah-langkah evaluasi tertuang clalam !em bar kerja, terlampir. 

3. Hasil Evaluasi 

Setelab selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa atau Rancangan Peraiuran Desa tentang perubahan APB Desa, Tim 
Evaluasi menyusllll laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan 
Bupati/Walikota. 

Laporan basil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis 
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan 
Peraturan Desa temang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada 
pemerintah Desa untuk melakukan penyempumaan atau persetujuan 
terhadap Rancangllll Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan 
Pemturan Desa tentang Perubahan ABDesa. Laporan hasil evaluas[ (I.HE) 
tersebu.t secara g;rris besar menyajikan informasi mengenai: 
(a) evaluasi atas sis1em APB Desa atan Perubahan APB Desa, clan 
(b) evaluasi alas substansi APB Desa atau Perubabau APB Desa. 
Laporan hasil evaluasi Rancangan Pcraturan Desa tcatang APB Desa atau 
Rancangan Peraturan Desa tentaog pen,hal1an APB Desa didist:ribusikan 
kepada: 

a. Kcpala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemer!ntahan Desa atau 
sebutan lainnya; dan 

b. lnspektorat Daerah Kabupaten/ Kota. 

~ I 



S. Format Laporan Pelaksanaan Angguan Pendapatan dan Belanja Deaa Semester Pertama 

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DESA SS:MESTER PERTAMA 
PEMERINTAH DESA. . .. ..... .. . .. 
TAHUN ANGGARAN ...... .... . . . 

Contoh 

REALl 
ANGGA SASI 

SUMBER 
KODE REKENlNG URAIAN RAN ANGG 

(Rp) ARAN DANA 
IR~• I 2 3 4 5 6 a b C a b C d 

4 PENDAPATAN 
4 1 PADesa 
4 l l l:lasil usaha 
4 I I ... <Obyek Pendapatan> 
4 2 Transfer 
4 2 1 Dana Desa 
4 3 Pcndapat.an lain-lain 
4 3 1 Pcnerimaan dari Hasil 

Kerjasruua An tar Desa 
4 3 1 .... <Obyek Pendaparan> 

dst ... 

JUMLAH 
PENOAPATAN 

5 BEL.ANJA 
1 Pen)'-clenggararu1 

Pemerintahan Desa 
I I Penyelenggaraan 

Bclanja Penghasilan 
Tctap, Tunjangan dnn 
Operosional 
Pemcrintahan Desa l I 01 Penycdiaan 
Penghasilan Tetap dan 
Tunjangl\ll Kepala 
Oesa 

1 1 01 5 1 8elanja Peguwai 
1 1 01 5 1 l Pcnghasilan Tctap & 

TunjanglUl Kepala 
Desa 



1 1 0 1 5 1 l ... <Rincian Obyek 
Belania> 

1 3 Administrasi 
Kependudukan, 
Peucatatan Sipil , 
Statistik dan 
Kearsinan 

1 3 0 1 Pelayanan administrasi 
umum dan 
kependudukan (Surat 
Pengantar / Pelayanan 
KTP, Kartu Keluarga, 
dill 

1 3 0 1 5 2 Belanja Barang dan 
Jasa 

I 3 01 5 2 2 Belanja Jasa 
Honorarium 
<Rincian Obyek 
Belania > 

2 Pelaksanaan 
Pembangunan Desa 

2 1 Pendidlkan 
2 1 05 Pembangunan/Rehabil 

itasi/Peningkatan 
Sarana Prasarana 
Perpustakaan/Taman 
Bacaan Desa/Sanggar 
BeJa;ar 

2 1 05 5 3 Belanja Modal 
2 l 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung 

dan Bartgunan 
1 I 05 5 3 4 ... <Rincian Obyek 

Belania> 
5 Penanggulangan 

Bcncana, Keadaan 
Darurat dan Mendesak 

- 5 I Penanggulangan 
Bencana 

5 l 00 5 4 Penanggulangan 
Bencana 

5 l 00 5 4 Belanja Tak Terduga 
5 I 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga 
5 I 00 5 4 00 00 Belania Tak Terduaa 

dst 
JUMLAH BELANJA 
SURPLUS /(DEFISIT) 

6 PEMBIAYAAN 
6 1 Penerimaan 



Pembiayaan 
6 l 1 SiLPA Tahun 

Sebelumnva 
6 l 1 1 SiLPA Tahun 

Sebelumn= 
6 2 Pengcluaran 

Pemblavaan 
6 2 I Pembentukan Dana 

Cadanl!:an 
6 2 2 l Pembentukan Dana 

Cadan,;,an 
dst 

SEUSIH PEMBIAYAAN 

............................................... 20 ... .. 
Kepala Dcsa, .... .. ........... .. 

( ...................................... ) 
Cara pengisian: 
Kolom diisi berdasarlum klasilikasi Bidang 1 Kel!,iatan: 

Kolom 
2 

Kolom 
3 
Kolom 

a. bidang; 
b. Sub Sidang; dan 
c. 
kegjatan. 
cllist berdasarkan klasiftkasi ckonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: 

Bagian pendapatan dilsi: 
a. Pcndaparan; 
b. kelompok pendapatan: 
c. jenis pendapatan; dan 
d. obyck pendapatan. 
Bagian Bclanja dilsi: 
a. belanja; 
b. jcnis belanja (dlsesuaikan clenga.n jenis kegjatan); 
c. obyek belanja: clan 
d. rincian obyek belanja. 
Bagian Pembiayaan dtisi : 
a. Pembiayaan; 
b. Kelompok pembiayaan; dan 
c. JCnls pembiayaan. 

cllisi uraian Pendapatan, Bclanja dan Pembiayaan (l,that Lampiran A Perm endagri ioi) 
di isl dengan jumlah anggaran yang 



T. Format Laporan Pertanggungjawaban Reallaasi APB Desa 
T.1. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungj.-waban Realisasi APB 

Desa 

Menimbang 

Meng:ingal 

Menetapkan 

KEPALA DESA .. ... (Nama Desai 
KABUPATEN/KOTA ...... .. (Nama Kabupaten/Kota) 

PERATURAN DESA .. (Nama Oesa) 
NOMOR ... TAHUN . .. 

TENTANG 

LAPORAN PERTANGGUNOJAWABAN REALISASI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN ... . 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA D ESA (Nama Desa). 

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud 
dari pengelolaan keuanga.1.1 Desa dilaksanaka.n secara terbuka 
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat Oesa; 

b . bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
A.nggaran terrnuat dalam Peratnran Desa tentang 
Anggara.n Peudapatan dan Belanja Desa Tahun Angg,u-an ... . 
yang disusun sesuai dc11gan kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabka11 
pelaksanaanya; 

c . bahwa berdasarkan pertimbaugan sebagaimana dimaksud 
dalam huru.f a dan h11.ruf b, perlu menetapkan Peraturan .Desa 
tentang Lapora,, Pertanggu.ngjawaban Realiasi Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran .. . , 

1. 
2. 
3 . danseten1snya .. : 

Dengan Kesepakatan Bersama 
SADAN PERMUSYAWARATAN DESA . .. (Nama Desa) 

dau 
KE:PALA DESA ... (Narua Desai 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELA.KSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA Dli:SA ... ... . TAHUN ANGGARAII/ . ... . 



T.2. Format Laporan Keuangan 
tAMPIRANl 

PERATURAN DESA 
NOMOR .... . 
TA.HUN ... . . 

TENTANG 
LAP()RAN PERTANGOUNGJAWABAN 
REAU SASI APB DESA 

T Laporan Realisasi APBDes 

Laporan Keu.angan 

Pemerintah Desa ABC 

Kecamatan KLM 

Kabupaten XYZ 

Tahu.n Ane:reran 20xl 

Daftar Isi 

II Catatan Atas Laporan Keuangan 

A. Infom1asi Umwn 

B. Dasar Penyajlan Laporan Keuangan 

C. Rindan Pos Laporan Realisasi Anggaran 

1 Rckousiliasi SILPA dan Kas 

2 Pendapatan Asli Desa 

3 Da.na Desa 

4 Bagian cir llasil pajak dan Rc1.ribusi Daer ah 

5 Alokasi Dana Desa 

6 Bantuan Kettan£'iiln Propinsi 

7 Bantuan Keuangau Kabupateu/kota 

8 Pendapatan Lain lain 

9 Belaja Bidaug Penyelenggaraan pemerintah Desa 

# Belaqja Bidang- Pelaksanaan Pembang-u.nau Desa 

# Belartja Bidaug Pembinaau Kemasyaratan Desa 

It BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa 
Belat1ja Bidang Peuanggulangan Beneana, Oarurat dan 

It Mendesak Desa 

It Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi 

# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) 

# Pembiayaan 

halaman_ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



T.2.a. Fonnat Lapomn Reahsas1 .\Pl! Desa 

l..lJORJ_'\ RE,\l.lSASI APB DES.. 

PUl£R!!;fAH DESA ABC 
KmmstanKUl 
Kabupaten XYZ 

T.-\HUN ANGGARAN 20xl 

Rei A.1gga:an Reahsas1 
11.tbih)/ 
kurang 

PEXDAPATAX 
Pendapatan Aslt Desa C.2 lCOt.;co: mm 
Pendapatan T!llru1fet 

Dana~ C.3 xxx.xa ;ax.m l0ll! 

Baglan dr basil pajak dan Rftn'busi DaerM c.a XXX.'Ot:'t == ICOt 
Alor.asi Dana Oesa C.5 == m.= :o:x 
Ba.ituan Keua.1gan ~.nsi C.6 lOO[lCtl[ m.= m 

-- Bantuaa KWMgM Kal,upaten/kota C.i mm XXX.JOCI Xlt'( 

Perulapatan Lain laU1 C.8 m.x:a =.xxx XXX 
'---' J1JMUH PENOAPATAN X.lt'O'..JCt'{ X.JIXXJIXX x.m 

BEi.ANJA 

illdang PenyelenggarWI pemeimtah llesa C.9 dan CI$ == XXXJOOC m 
B:wig Ptlaksanaan Pembangunan Cesa C!OdanC!S =.m mxu. m 
Btdang PemblllaM Kemasyaratan Otsa C.I! dan Cl$ mm = XXX 
Biwig Ptmbefda.= Masyw.kat Oesa C.12 da.1 Cl5 mm m.xxx lOC( 

B:wig Perumgu!Mga.1 8=ana. Keadaan DatWat C 13dan Ci5 = :00: x:.v. m 
dan Mendesak Desa 

JU!.!LAH BEL\NJA C.14 IJIXX,,:;'C( == X.JOIX 

SURPLUS/{DEf!SITI xx.xxx XXJOO( xx 
PEMBIAYAAN C.!S 

Penef.maan Pembia)-aan mm lOCt.JIXX m 
Pengeluaran Pembiayaan :ocx..m =.= llXX 

'-' l'tMBIAYAAN NETTO xx.xxx xx.xxx xx 
Sll.PA TAHUN BERJALA.'\ XXX XXX XXX 

l.i.liat CU\W\ :\t1.1 l.!)Oran l(.,,_ )'m! =•IUJ'WZI ~ Y""! timlc ttl)lu,.lilw:, dlri laporan biw~ 

-



T.2 .b. Format Catat an Atas Laporan 
Keuangan 

Cata tan Atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ 

Tahun Anggaran 20xl 

A. lnrorrnasi Utuum 
Pemerintah Oesa ABC merupakan dcsa di Kecarnatan KLM, Kabupaten XYZ. 
Sesuai den gall Kepu tusan Bupati No. .. .. .. .. ......... .. ... . .. Tanggal ...... .... . .......... , 
saat ini kepengurusan Pemerintabru, Oesa ABC terdiri dari: 
I . Kepala Oesa : X:XXXX 
2 . Sekretru·is Des a : YYYYY 
3 . Benda.hara Desa : ZZZZZ 
Kantor Pernerintahan Oesa beralamat di . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .... ... . ... .. Des a ABC, 
Kecrunatan KLM, Kabupaten XYZ 

B. Da.sar Peuyaji ru1 Laporan Keuangan 
Laporru1 Keuangau Oesa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basi s kas 
dengan ctasar harga peroleha.o . Pendapatan dicatat pada saat kas diteritna cLi 
Bank arau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telab bersiJ'at 
definitif. 

C . Rincian Pos Laporan Keuangan 
I . Reko1t siliasi SILPA dan Kas 

SILPA tahun angga.ran 20x J 
Mutasi Potongan Pajak 
- Salclo Awai Periode Potongau Pajak yg belum 
dis et or kc Kas Negara XXX 

Penerimaru1 Potongan Pajak t.atum anggaran 
berjalru1 XXX 
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun 
anAAaran berialan (XXX} 
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belurn clisetor ke Kas 
Negara 

Saldo Kas per 31 Desember 20x I 

2 . Pendapatan Asli Oe sa 
Pendapatan Asli Desa terdiri d.ari: 

Pend.ap,nan Asli Oesa tercliri dart 
a . Hasil U saha 
b . Hasil Aset 
c . Swadaya, partisipasi, dan 
Gotong Royong 
cl. Lain-l ain PAOes van~ sah 

Anggaran Realisasi 

xx:x:.xxx xxx.xxx 
xxx.xxx XX.'C.XXX 

xxx.xxx xxx . .xxx 
xxx.xxx XX.'C .X:XX 

xxx.xxx xx:x.xxx 

XXX 

XXX 

x.xxx 

{Le bib)/ 
kurang 

XXX 

XXX 

x..xx 
XXX 

XXX 



..._, 

-
..._,, 

3. Dana Desa 
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah 
penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 20xl adalah sehagai berilmt: 

Tahap 1 
Tahap2 

Bagian dari basil pajak dan 

Anggaraa 

xx .. x.xxx 
xxx.xx:x 
x:xx.xxx 

Realisasi 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

(Lebih)/ 
kurang 

XXX 

JOO( 

XXX 

4 . Retribusi Daerah 

5. 

6. 

7. 

8. 

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak clan Retr!busi 
Daerah adalah sebagai beikut 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

Tahap J xxx.xxx: xxx.xxx XXX 
Tahap 2 xxx.xx:.x ~'X.XX:X XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

JOO(.JOU< x.xx.xx:x XXX 

Alokasi Dana Desa (ADDJ 
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai 
beikut: 

Anggaran Realisasi 
(Lebih)/ 
kurang 

TaJ1ap l xxx.xx:x xxx.xxx XXX 

Tahap2 x:x:x.xxx xxx.,ocx- XXX 

xxx.xxx xxx.xxx )(J(J( 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Bann,an Keuangaa Propinsi 
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsl ...... ... .. 
adalah sebl!gai beilnn; 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

.................. XXX.lOO< xxx . .xx:x XXX 

.. ..... ··-·· · ..... xxx.xxx: xxx.xxx XXX 

xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Bantuan Keuang,an 
Kabupaten/kota 
Penerimaan Desa yang herasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten /Kota 
.. ...... ... adalah sebagaj beikut: 

Anggaran Realisasi (Lebihl/ 
kurang 

... ..... ... .. .. , .. xxx.xxx xxx.~x XXX 

············ x...xx.:o.:x xxx.xxx XXX 

xxx.xxx :ax.xxx XXX 

Peuctapatan Lain-lain 
Pendapatan lain-lain terdiri dari: 



9. 

10. 

11. 

Penerimaan dari basil kerjasama 
antar Desa 

Pen erimaan dari hasil kerjasama 
Desa d eugan pihak ketiga 
Peuerimaan dari bantuan 
perusahaan yang berlokasi dj 
Desa 
Hibah dan sumbangan dari pihak 
ketiga 
Koreksi kesalahan belanja tahtm­
tahun anggaran sebelumnya yang 
mengakibatkan penerimaan di 
kas Desa 
Bunga bank 
Lain-lrun peudapatan yang sah 

Anggaran 

XXX.lO<x 

X.XX.10\'X 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

>..-:,c(,XX-X: 

xxx.,o,x 
xxx.xxx 
XJOC.X.XX 

Belanja · Bidang Penyelenggara.an Pemerintahan 
Desa 

Realisasi flebih)/ 
kurang 

"'°'·""" xxx 

lO<.X.lO<X XX.\'.: 

xxx.xxx XXX 

xxx.xx:x XXX 

xxx.xxx XXX 
xxx.xxx XXX 
xxx.xxx XXX 

xxx.xxx XXX 

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahao Desa terdiri dari: 
-'-'---- -

Belanja Pegawai 
Belanja Barang clan Jasa 
Belanja Modal 

Belaoja • Bidang Pembangunan 
Desa 

Anggaran Realisasi 

xxx.xxx XX.."IC. X."'O( 

x:xx.xxx xxx.xxx 
xxx..xxx xxx.x..xx 
X.'C<.XXX xxx.xxx 

Belanja untuk Bidang Pemb<'!ngunan Desa terdiri dar.ct ___ _ 

Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 

Belanja • Bidang Pembinaan 
Kemasyaratan Desa 

Angg,;,ran Realisasi 

xxx.xxx x.xx.x:xx 
A'"XX.XX:X xxx.x.xx 
xxx.xxx xxx.xxx 

f Le bi h) / 
kurang 

lO<X 

xx., 
XXX 

Xl<X 

(Lebih)/ 
Im.rang 

XXX 
JOO( 

XXX 

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dar._=-t· ___ _ 

Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 

Anggaran 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xx.x 

Realisasi 

xxx.xxx 
xx.x.xxx 
x:xx.xxx 

(Lebih)/ 
kurang 

X.""-tX 

XXX 

XXX 

Belanja • Bidang Pemberdayaau 
12. Masyarakat Desa 

Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri da.rj: 



-
,./ 

Angg,a.ran Realisasi (Lebihl/ 
kurang 

Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx XX..'t XXX XXX 
Belanja Modal 

XlOUOCX xxx.xxx XXX XXX.lOCX .lO(X lCXX XXX Belanja • Bidang Penangulangllll Bencaua, Keadaan Oarurat dan Mendesa!< 
13. Oesa 

14. 

Selama tahw1 anggaran 20xl, Pemerintahan Desa melakukan 
penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut 

Angganm Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

.......... .. 
xxx.xxx xxx.xxx XXX 

···•· ·· ·•· ·· ··· • 
XXX.XXJC l!XX.,CX,C lOO( xxx.xxx JO<X.XXX .lOC< Selanja Desa dalam klasifikasi ekonomi 

Jumlah belanja dalanl klasifikasi ekooomi adalah sebag.a.i berikut 
Anggaran Realisasi (Leb1h)/ 

kurang 
Bclanja PegawaJ 

Pengbasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Oesa 
XXX.lO<X )00( .,0CX XXX 

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Oesa ,oouooc lOOC-XXX XX.'< 
Jaminau Kesehatan Kepala Oesa dan Perangl<at Oesa JOO<XXX lCXX.XXX XXX 
Tunjangan BPO xxx.xxx xxx.xxx XXX ,CXX. JO<X JOO<.lOCX XXX 

BelanjaBarangdan Jasn Belanja BarangPerlengkapan Kantor 
XXX,XX.'t xxx.xxx XXX 

BelanjaJasa Honorarium xxx.xxx JO<X,XXX XXX 
Belanja Operasional Aparatur Oesa 

lOOt.XXX xxx.,ocx xx.x Belanja Jasa Sewa xxx.xxx xxx.xxx XXX 
Belanja Operas1onal Perkantoran 

XXX.XX.'C ,OCX.lOCX XXX 
Belauja Pemeliharaan lOOt.lCXX Bel,wja Bnrang dan Jasa yang Diserahkan 

,ocx XXX XXX kepada 
Masyarakst xxx.xxx xxx.,ocx lC!Cl{ xxx.xxx xxx.xxx X..'OC Belanja Modal 
Belanja Modal Pengadaan Ta.nah xxx.xxx XXX XXX XXX BelanJa Modal Peralatan, 

xxx.xxx lOC'C 

Mesin, dan Alat Berat xxx.x,ac Belanja Modal Keodaraan xxx.xxx xxx.xxx XXX Bela.nja Modal Gedu.ng dan 
,cxx,,CX,C l<XX,XXX xxx 

Bangun.an 
xxx.xxx J;XX,JO(X XXX 

Belanja Modal Jalan 

% 



Belanja Modal Jcmbatan xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belaaja Modal 
lrigasi/ Embung/ Afr Sungai/ Orainase xxx.xxx xxx.xxx DC)( 

Belanja Modal Jaringan Jlnstalasi 
,ooc.xxx XXX lOCX 

""" 
Belanja Modal lainnya xxx.xxx xxx.xxx XXX xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja Oesa dalaJn klasifikasi Sub 15. Bidang (FunRSil 

Anggaran Realisasi (Lebih) / 
kurang 

Bidang P.,nyelenggaraan pemerintahan Desa 
Sub Bidang Penyelenggaraan X)Q(. XXX XXX XXX XXX 

Belanja Pengbasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintal1an Cesa 
Sub Bidang Sarana clan xxx.xxx xxx.xxx XXJ< 

Prasarana Pemerintahan Oesa 
Sub 81dang Admimstrasi X:XX.)Q(X xxx.xxx XXX 

Kependudukan , P.,Pcatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja xxx.,ocx xxx.xxx 
Pcmerintahan, Perencnnaan, Keuangan clan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan xxx.xxx xxx.xxx XXX xxx.xxx xxx.xxx = 

Bidang Pembangunan o~ Sub Bidang Pendidikan XXX.JCO< xxx.xxx XXX 
Sub Bidang Kesehatan xxx.xxx xxx.xxx XXX 
Sub Bidang Pekerjaan Umum .xxx.xxx XXlUO<X XXX 

dan P.,natallD Ruang 
Sub Bidang Kawasan 

l00UOO< xxx.xxx .xxx 
Pennukiman 

Sub Bidang Kehutanan dan XXlLlOOt XXX-'CXX XXX 
LlnRkunAAO Hidup 

Sub Bidang Perbubllllgan, YJCT XX'C XXlUOCX X.'CX 
Ko mun ikasi, dan lnformatika 

Sub Bidang Energi dan xxx.,cxx Xlt.~.XXX XXX 
$umber Daya Mineral 

XXX 

Sub Bidang Pariwisata lOCt.XXX lOO<.XXX 
xxx.xxx xxx.xxx l(.'(X 

Bidang Pembinaan Kemasyaratan Dcsa 
Sub Bidang Ketentcrama.n, xxx.xxx xxx.xxx Ketertiban Umum, clan Pelindungan Masyarakat Sub Bidang Kebudayaan dan xxx.xxx xxx.xxx !t'(X KeagamallD 
Sub Bidang Kepcmudaan dan xxx.xxx lOOC.XXX X.'<X Olah Raga 

JOCUCOC ,OOC.XXX XXX 

Sub Bidang Kel=ibagaan Masyarakat 



xxx.xxx xxx.xxx XXX 

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Sub Bidang Kelautan dan x:xx:.x:oc xxx .xxx ltXX 

Perikanan 
Sub Bidang Pcrtanian dan xxx .xxx lOCX .l0CX XXX 

P,,ternakan 
Sub Bidang Pening)catan lOOUOO( xxx.xxx XXX 

Kapasitas Aparatur Oesa 
Sub Bidang Pemberdayaan XXX.,OOC xxx.xxx XXX 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarg,, 
Sub Bid.Ang Kopenw, Usaha ,CXX.J()O( xx..x :,cx:x 

Mikro Kecll dan Menengah I.UMKMJ 
Sub Bidang Dulrungan 

JOOC.JOO( xxx.xxx XXX 

Penanaman Modal 
Sub Bida,,g Perdagangan dan XXX.XX.'< xxx.xxx XXX 

Perindus trian 

xxx.xxx xxx.xx:x XXX 
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaa.n Oarurat dan Mendesak Desa 

Sub B1dang Penanggulangan x.xx.xxx x::oc..xxx XXX 

Bencana 
Sub Bidang Keadaan Oantrat X.XX. XX.,.'C xxx..xxx x,cx 
Sub Bidang Keadaan x.xx.xxx XX,.,C.XX,C XXX 

l!endesak. 

X."OC XXX xxx.xx:x XXX 
16. Pembiayaan 

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20xl adalah sebagai berllrut: 
Anwu-an Realisasi !Lebih)/ 

kurang Penerimaan Pcmbiayaa.n 
>OCC.XX:X ,ooc .xxx JOO< 

Pengeluaran Pemb&ayaa.n x:,cx _xxx XXX.JOO< XXX X,O,C.XX,X XX,C.X,CX XXX Pencrimaru, Pembiayaan terdiri dafr 
I . SJLPA tahun anggaran sebelum.nya 

lCQl.XXJ( JOOt.XXX XXX 
2 . Pencairan Dana Cadangan xxx.x:ot xxx.xxx XXX 
3 Ha.sil Penjualan Kekayaan Desa vaDR d1pisahkan xxx.xxx '°"'·"""' JOO< xxx.xxx lClO<,XXX XXX Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari: 

l. Pembentukan Dana 

XXX 

Cadangan 
lOCX.XXX xxx.xxx 

xxx.xx.x JOO< 

2 . Penyertaan Modal Oesa JOOt.XXX 

xxx.= XXX """·""" 
17. Aset Ocs a Pttolehan aset desa adalah sebepi berikut, 

/4 



Tanah 
Peralatan , Mesin, dan Alat Bernt 
Kendaraan 
Gedung dan Bangunan 
Jalan 
Jernbatan 
lrigasi/Embung/ Air 
Sungai/Drainase 
Jaringan/lnstalasi 
Aset Tetap lainnya 
Konstruksi dalam Pengerjaan 

20x0 20xl 

xxx.xxx xxx.xxx 
X.'C{. xx.., =-= 
xxx.xx:.x XXX. lOOC 

xxx.xxx xxx.xx.x 
xxx..xxx xxx.xxx 
xxx.xxx XX:X,XXX 

xxx.xxx xxx.xx..x 
xxx.xxx x:xx.xxx 
xxx:.xxx XXX.XX"X 

xxx.xxx xxx.xxx 

Penamba 
ban/ 

(Pengura 
ngan) 

x.-xx 
XXX 
XXX 

XXX 

XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 

X)O(.xxx xxx.xx.x xxx 
Rincia.11 Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat 
dilihat pada lampiran ... . 

18. Penyertaan Modal Desa 
Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalab 
sebagai berikut , 

BUMDesXXX 
BUMOes YYY 

19. dst 

20x0 

xx.x.:xxx 
xxx.xxx 
xxx.xx:x 
xxx.xxx 

20xl 

xx.x.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xx-x 
xxx.xxx 

Penamba 
han/ 

(Pengura 
ngan) 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
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DC A.s4I Tttiplnt! 
1 Sipl3tk01 
2 3 ____ _ 

X ~Ulm Pf<l9!Clllll 

Ml 

I Ptmbll\gun111 Jfmb11¥1 dlill!I Koosw.si 2 ___ _ 
3 __ _ 

~ I 

Ptm!MC.t, Otu ABC 
~KlM,~XVZ 

Fwil11As41 Tl(,!p0tupt1310tstmbfl20n 

m201I 2~2014 2014 

mt 

1231212 4 Ots 2014 2014 

432 2~2014 20M 

20M 

50.000.000 

S,GCl'l.000 

i),(100.000 

15,000.000 

~.000.000 

30.000,000 

KonsW,.s/201 &$.000.000 

Bil 

NYptea!INI 
AlsllAn9ll bth.mdlt111M 

BIil 

Bil 

Bil 

Bil 



T .3. Format upoiill Rotisasi Kegiatan Akhir T ahun 

LAPORANREALISASI KEGIA TAN 

----

lAMPIAAN I 
P£RATUAAN OESA 
NOMOR - TOOL 
TEHTANG 
LAPORAH P£RT ANOOVNGJA'w' A8AN 
REAI.ISASI APB OESA 

PEROOE 01 ~.MJARI • 30 .W (SEMESTER PERT AMA) I 01 JANUAA! · 31 OE SEMBER' 
T AHUN ANGGARAN _ 

OESA ·- ·-··· 
KECAMATAI : ··----
KABUPATE~ : ___ _ 

Pf\OVINSI 
KOOE UP.AIAN 

REKENING 

1 2 
a b C 

JumW! 

Kf\Htfl4 .. ' ,~,.1 .. ~., .. 
C.,t P •~~;.,. K, 1,:«M 

NAMA 
OOTPUT Rt:NCANA 

Volu Satu Anggar 
mf an an 

3 4 5 6 

Keft4I I 1 4-il H14t(IKt ltR.lr:t111l"1:8f4 .... M 8:iJ..,.4,-K♦-4),ttflt 
t.VM-dik•l•,•UMf.48U..,.4: 
l.l<H,R.k..;.1S'481't•.:4,. 
(.Ka4•R•"-4K..;~.,. 

OUTPUT 
REAUSASI 

Vorume Satua AAQ9¥at\ 

n II:!.! 

7 8 s 

l(el••l 4'i-..~Mri,1t:1'btl•·tffllt~•• t•rc.u.twiauf-.191AP80N47•cttl•Qtb-.ktfl. 
Keltta) m,;Mn1•1-i;~1, ,..;.,..;.,.,. 
kt.I•• • 1 Wi'rfh-♦t,1~•,.•1-'roc••\ta. 
k, l,mS I &,i,.l'llt "vlN...,: 

l(ol, .. , 

Kt1 ... 1 
Ktlt .. J 
k't f•ei · 
Kt!t .. 10 
K,t.., II 

Kol••II 
~.i. .. o 
Kol, ,,. I◄ 

· I•-" tt♦WHto,-.,-..,,fk•M ,,.,.. 1•11tl1Mf • wM, 
• j-.t,M:.-i◄flil ,,..,_.,. ~ t•1111:1fitf!1t.M 
·k•1i•t•111 Marwa: .,.u, 
·411 

' Gi4Htt•111i--,kt.44M )'♦~4l~4411k,1-. 
, 4iitiv.l"'•t•ti•t•~r•ctt,HW.\li. 
I 4tW'l1t\'f .. "'_,.• 
1 Wi,.,W..,itr11cu.-r~'-""-tlc-.. 
I liinflfl.14fl,,e1:rHHlttMfl•<ttfit._ 
, 4olti"-•••i-<"".i.• ... .,. ... o, .. oH,(DOJ. 
I '"'14' .......... ~ .......... Altk.,iD .. , DH, (AOO). 
J ,w. ,..,..,. flll!J•lr. •••ff1ft-••• ffltt♦r•• 4tril'Hlllo -''"tt'-00 , .. i\00, 
i &tilHi1n.,..a.....,.fl/,ut4tr••t1r•.k♦-1ffll,tt~,~•ki•r••1:tU•1'••Au.tvli:" .,..., 

SUMBEROANA 
oa~ Alokasl lain• Bfnlut. 
Oesa Dana 1..in Lin 

Cap~an (Rp) Oesa (Rp) 
f¾l fP.ol 
IO 11 12 13 M 

-------· 

ltd 

, ___ ,_) 



< f:,~,-• :)4:'11 : •• e-; ... ~1-'l-•·1 t,-,c .·:::,n:r• 
,;- : ?:1·.:-.1 !'l~.•J:.1.!~~u ?--.!c 

: .~',0(,.-'1-:. 
!P.~.:.;.s;<.t.i•: 

2:.,--;.:-.,• f't,~.;C,\..::-;:; eA~:;: 
• ;-:!::C'.11.)L~'T.A.;~ 

-:-v...::-: x:; .,_.,)_:-_.:._ .. 

.a~•!,....a.•.: 
a;.:;;: C :,.£1,;x:_;. 
:-,;c_ Pt.>:t...-..:c,:,::.. 

. __ ....... -!-~.~ . '~ ... ,.. ... -~ ... I ~.-.• .. · ... ,.·. : ;~:=, 
,~;-

- ~L'-- i----<> ___ ,__ _ __,;'----,.._l_~c--+----"'--+--~<'--- +-----+--"·'---f---C·? _ _ +-- ~·,··_--i 

I 

' 
' 

::.u-,. 7,;.r..:;~n ... ..-. 

F:r• 4-·' .l.,h ,J,.1-,.e-,u . .. . ~.1. : = ~ : -•~ ........ J;... • • ...:•,:i...:1-,v.-., £.i.,0; 
i-:.,::'T.\: 
K:; • .:.-1:1 ; 

K:l:~ ~ 

•I»'=' ,-. .... . , :'.-.n :-~~~.-! rr > :>\.' ,..;•,:1 ::~:: 

:i.::=-: .:!-e.-:.,,~ \ U"'-A:~ ':.'l'.%1':<c-a!<'t: ;;.m..a.!l.Lio.i;. ~ f•n!•:1:.a.,;a,r. 
:lu?, ~~-~ t\\r..,. t:'llln~~ i 

.ial-<: i ~l-'-:~, ;:-fr.:1':\,~ ;-imAA -:..~-:-,~.n 
J.-ru .1..-~,:.'U'l" ;ar.-....\....~~:a..~ ;.<:;::s.~":. i:tut:tA b,-;~;~ 
t.1-<, :l• ne.,,n- !""r.~U:<:<A» ;1•m'.ah. :·..- ·»1-:i::A.-,, 

K::i:~m 8 :i:,~ ,;.,.~GI',.~ .=~r~•:~ ... r :i;c; :"m:'M ~.,.:,;. 
f:::-'.:.o 9' :f.i~; j~ ;;4-:'l~,C.:Ull.lA$1 l-1A,,Ta J.:.t::.l.~l':tn.:C. 
7.:-;.:rz :c. :lu~~ d - n.~••.a ~d:. !:'.\:'l~ 

-'l;BUPATI :"UR,i 

, 



Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan 
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut clalam Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh 
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan angg;,.ran. 

Pasal 4 
Per.aturan Kepala Dc-sa ini mulai berlaku pada tangg,tl 
diundaugkan. 

Af!IU ·setiap orang dapat mengetahui, memerintahkAu 
pcngundangan Pcraturan Kepala Desa 1.n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Desa . . (Nama Desa) 

Ditetapkan di .. ........... , .... .. 
pada t angg,u .. .... .............. . 

KEPALA DESA (Nama Desa) 

tanda tangan 

NAMA 

DiundElllgkan di .. . 
pada tangga)_ ... 

SEKRETARIS OF.SA ... (Nam,i Desa), 

tanda tangan 

NA.MA 

BERITA DESA .. . (Nama Desaj TAHUN ... NOMOR ... 



\. ( 

G 2. F" c,imac Poneab•,.,.. IP•r-,.b,i,h.-n Angp•••n P.nd•J:Mk ow, e.lM"1f• ~_. 

KOO£ FIEKEI\ING 
I.Rf\lAN 

POIJA8ARMIP£l'IUSAHANMIGGAR.WPENOAPATAN0ANBELANJA□ESA 
PEMERIIIIT AH □E$A _ 

TAHUN ANClC~-

=~ I I .ANGGARAN """IAN I ~L~TPUT I 
I VCILUM£ I SA'ltiAN lAPJ , 

~ 3 
I VQ.UME: SATLIM I 

• b " . b " d 

' 

' 

C•• penp;slont 

K<il""' 1: d_,1 ~.,.. k<,<S. ••~ t:-o<d••""'·..,1,,1,o,1r,i.,•"'bld♦"'II 1,;.,gi•<•n 
t<.,f.,,.,2 di>•~..,..~ r,,k-.:,a,.,.,d...,.,l:in kla•illl<•~.ioo,_.. 
Kolom-3:: dit:Ji difrn!jl•n s•lun." u,.....,._, J;ff.fau,nlour~ d•n .anggatMl ~eb.tump.,ub.,..,an 
Kolom4 du>dit,,,gtnrffM.A>w'"•n, ~•lv.,•""""'""' , .. .i.i....,·,A»f>..., 
KolomS : di<i "-np.,n i..s., 4'nluml•f>a.w..,.on ~""II 1-u!,.h 
K"'-1>: dlsid.-',g..,.. rur.bo, d-

~ ~ 

~ 

LAMPll'!AN 
PERAT\JRAN DfaS,A 

NOMOR... TAI-UI_ 
TENTANG 
PEIIIJA8AA.ANPB!t.18AHAN ANCCARAN 

Al\'CG.QRAN Bl!FIT~ 
stJr'18EFI □ANA 

IF!i>) (SERK\.IRAl<JG) 

& 6 

I 

2a 
~ .. 0w • .. 

____ , 

I 

I 



H, Format DPA 
H, 1, Format Rcncana Kcgiatan dan 
Anggaran 

C 
( 

, 

REN CANA KEGJAi"AN DAN ANOOARAN" 

TAHUN ANGGARAN ...... .. . .. . .. ............ .. . ..................... . 

DESA 
KABUPATEN 

PROVINS! 

KOOE REKENING 

J 2 
a b C a b C 

1 

l l ' 

' 
l l 01 

~ -tr 
I 

URAIAN 

3 

d 

Penyelenggaman 
Pemerlntahw, 
Desa 
PenyeleJ1ggama11 
Belanja 
Penghasilan 
Tetn.p, TunJangan 
dan Overaslonal 
Pemerlnta.han 
Desa 
Penyedla an 
Penghnsllru, 
Te.tap dnn 
Tunjangan 
Keoala De&a 

AN OCARAN RENCANA PENA.RIK.AN ANGGARAN (Rp) 

Su 
Jumla Jul Sep 
h (Rp) 

mbe Jew Feb Mar Apr Mei Jun Agt 
r 

4 5 6 

. 

.JUMLA 

0kt Nop De H (Rp) 
s 

7 

I 



( ( 

] l 0 1 5 l Belanja Pegawai 

l 1 0 1 5 1 L PenghasUan 
'retap &. 

'runjaugan 
Keoala D esa 

1 J 01 :5 1 l .,. <R J11cln11 o byek 
Selan la> 

l 3 Adminlstrnsl 
Kependudukan , 
Pe11catata11 S ipll, 
Statl<1tilc dan 

. Kearsit)an 
l 3 01 Pelaynnan 

adminlstmsi 
WllLUn dan 
kepe11dudukru1 
(SUmt 

' 

Pe11gm1tar/Pelaya 
nan K'J'P, Kartu 

I Ke luanra di!\ 
1 3 01 5 2 Belanja Barang 

dm1 Jnsn 
1 3 01 5 2 2 Belanja Jasa 

l:janom1t1.1m 
<Rill clan O byek 
Belania> 

2 Pelaksannan 
.Pembangunan 
Desa 

2 I Pend!cllknn 

=a::- ~ I 



( ( 

2 l 05 Pembangunan/R 
eht1bllltasi/Penin 
gknt:m Sarana 
P1asarana 
Perpus ta kaan / Ta 

' man Baca.an 
Oesa/Sanggar 
Be laiar 

2 l 05 5 3 Bclnnjn Modal 

2 J 05 5 3 4 Belanja Modal 
Oedungclan 
Banrunan 

l I OS s 3 4 ... <Rlncinn O byek 
Belania > 

s Pe11<1nggulangnn 
Bencnnn, 
l<eaclaau D an irn t 
don Mendesak 

5 l Penan ggulangnn 
Bencan a 

5 J 00 5 4 Penanggulangnn 
Bencan n 

5 1 00 :; 4 Be!W1ja Tak 
1'erd,•17a 

5 l 00 s 4 0 0 Belanja Tak 
'I'erd,,,.a 

5 J 00 5 4 00 00 Bela.11Ja Tak 
Terd=a 

dst 

.. ......... ~ 

......... ··· ··· ········· .. . 

~ ~ 



( ( 

Kaur /Kasi.. .... ,., .. 

D iverifikasi oleh: ..... . ... , .. .. 1 

Sekretarls Desa, 

( ...... ...... ... ...... . 
...... ... ...... .. ) 

( ,,; ! • • • lol ' "•• "I ;.11 ' " •• • "~ ' If " ' t i• " i •1+ , ) 

Dlsetujui 
oleh: 

Cara pengisian: 

Kolom 1,2 3, 4 dan 5 

Kolom 6 

Kolom 7 

~ ~ 

KepaJa 
Desa, 

(•I • i I I• ta • I j • Ii I I I •III•< , •ii• I o I , I, I I ,•, , • > i ! ; , I H o 

,,. ,,.,, ,u, .. ,,,.) 

dust sebagatmana yang tercantum dalrun Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanakau oleh masing-maslng 
Kaur/Kasi Pelaksana Keglatau Anggaran 
dilst rencana penarikan anggaran untulc pelaksanaan kegiatan oleh maslng-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan 
Anggaran yang diajukan kepada Kaw· Keuangan 
dalam setiap perlode/bulan dalam baris Jenls, objek, dan 
lindan objek belanja 
diisi rencana jumlah pemuikan anggamn untuk maslng­
masing keglatan 



\...... 

• ,5 
i 
" s 
• 

i 
l : 
N 
:t 

I ; 
, . . ' 

• • ! 

: ! 

i ~ · · rr;1i-7H---iK--~--W--J ' . ' . ! 

;: iii ;, 
.. l . 'Ht--t+-++---W-_J : ; ' .i • 1-- ----J ~i· 
; j' J t ~ 
: 1 ; :, 
: i ~ 1,---t-t- +-I----' - f 
1 l l ~ i 
: : I 
:: l • i-t--++-+l-__J : : I 1--J 
. . . ;[ 

i ~ i # ; : ◄ . : 

: 1 
: 1 i 
: : : 
' .. 
: ! I 
: 1 l 

.. ' 

)A ; i i 
8 . i i 
~ . : ; 

11 i . i 

I
~ I : 
! . i J 

: : :. 
: : ! 

! 
.. 
: : 
; ; 
~ ; .. 
: : 

r--tt----¾+-...._j 
., 

., 

~ ~ :'·~ 

11 l ~ 
I~ l i r·T-Hf---W-_j 
•• t 

i ! ~ .. ' • ~ t 

i i f 
: : : 
~ i i 
! . ' : ! ; . 
r : ~ 

; i 1 . . . . . . . : : : 
; : ! ._i ... 
: : : 

' 

I . 

1, 



-

H. Format DPA 
H.3. Format Rencana Anggaran 
Biaya(RAB) 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 
DESA. .......................... KECAMATAN ................. .. . .. 

TAHUN ANGGARAN .......... .. .. .............. .. 

Bidang 
Sub Bidang 
Kegi.atan 
Waktu Pelaksanaan 

Rincian Pendanaan 
NO. URAIAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH 

(Rp.) (Rp.) 
l 2 3 4 5 

JUMLAH 
rRn.l 

.... ' ........ ........ , ' ., 

.............................. .. ... 20 .. .. 
Disetujui 
Kepala Desa Kaur/Kasi .. ....... , .......... . 

( .................................. ) ( .. .. ... , ... .................. .. ) 

Cara pengisian : 

l . Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai 
dengan APB Desa 

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening 
sesuai APB Desa 

3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegi.atan dan kode rekening 
sesuai APB Desa 

4. kolom l : diisi dengan 
nomor urut 

5. kolom .2 : diisi deng;m uraian berupa rincian kebutuhan dalam 
kegiatan. 

6. kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupajumlab orang/barang. 
7. kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran tmtuk 

membayar 
orang/barang 

8. kolom 5 : diisi denganjumlah perkalian antara kolom 3 dengan 
kolom 4 

~ I 



( ( 
J . l'orom.~ Renea..,,,. Ana;ftnln Kav DeS.ft 

CESA 
KZCAJ.V\T Afr 
KASTJP A.H:N 
PROVINSI 

Conteh 
ROtl't REKl!'.Nf'.:1:0 

1 2 .. b C ii\ b C d 
-I 
,I l 
,I l 1 
,I 1 1 .. 
~ 2 
,I 2 1 
J 3 
-I J l 

.. 
~ 3 l . .. 

'> 
t 

I 1 

l I 01 

,_,. i,.. ...... 
~ - ,_. -·· ...--

~ ~ 

RENCANA A.'lGOARAN KAS DESA 
TAHUN AN GO ARAN •. .• •. . . .. . . .. .•.•• 

UIRAlA..~ A.NQ-Q,,A,AA l'!NE.R.lMAAN/ P£NC:.£LIJ~,_ 1- .1 
iS IR9) Jan l'eb I Mar I Ailr V.e, Jun I Jul ..Ut Sep 

3 .; s 
' 

!>E:NDAP.ATAN 
PA.Dt<SA I 
Has1I u!S8110. 
<Obvek Pendni>a.tnn► 
Trnnm:('?"r 
0Mlll Oes,\ 

hn-blul liun·l&O 
Peued•-"' dllVs Hw ' 
l<e.rjru.cuna Desa dCf\!1"'1 Pdi.i!k 
Keti.-a 
<Obvelc Pcnd."""'-IM> 
dst .. . 

JUMLAH PENDAPATAN 

BEU."-JA 
Penyelen~"' Pemetltltlll\ll.n 
Oe$t> 
!>e~lenwv,.,.an =elanJ11 
~uahAs11M n,c.,p. TU:.'1.iM!!M 
don Opcr«o,onnl ~ mennU!.ha.n 
De-s.a 
Penye.d,Utl Pa\gbA~dM Tt!tt\p 

~~ Tunt_nngy>n ~"PM\ Desa _,.,,_ !-.-.-•-•·•-" --·-- ·--- -·-·· ·--.. ·-----·-·- ·-- --·-· .. ····-·· 

JU!l!Uli 

Olrt Noa Des IRf)} 
6 

1,-. ......... --·-· 



I 
l , 
i 
i 

I 
l 
I 
l 
I 
I 
! 
i 

I 
j 

i 
j 

i 
i 
i 
! 
I 
l 

f 

I 
s ··.; 

! ls ..... ~ ~ ! JJ ., i :! l fi! j i J1 s 
! le, .. '8 :~ :;s. 0 11 g ;i 1- ~ Ii I ll~ .. il .s ,~ Jilt°"~ o. 01 
13 ii · ,~l .. ~ I " " ~., j.:; 1,I .i: • I l ii!! C I C 
.t 8 a.lo.,.__ li:. .,_ C ~~:I ~D,~~ 

l 
' ! .. " 
i ... "' .... 
J , .,, "' "' 
: "' (0 1!l ig :g 

--:- - - ... 
N N1N .. "' - .,, 

Ii ;_Ir i 
i 

iii. 
~~ E 
,;i 1i s 

E ~ 
..... 
:•fr !f -~ 
!! I J .e 

8 
88 

' .... .. ..,. 
11) In ,,, "' 
88 88 - .. ---

.,. "' .,, "' ... 

'. j 
: ..... 
. ~ ... 
•l,! 

i ' 0 c!l 

11 ,-~ 
s.1, 

. I~ 

. 

. 



( ( 

- -*'-~ -·- ~· I 1 OJ s I a'"-;::--_--:; ,nu - •-·• - ... . -···-·-- --~·-••·•- ..... -~ H. • ·• - ····•·· -
I I 01 s I l Pfll.lPA9il.MI Teciap ~ 

i'untN11PIIU'..\ K~.:.:~;::-D•sa 
I I 01 s l 1 -=Rines.an o ·el< a> 
I 3 ~dminis:trAS1. K~udukan, 

Pe-nc~Cll\tcu2. S .1ptl, tl:~tlstik d&n 
KeAt:.i.--

l .. 01 Pe'°}'NlnD Ullllru.s1.e'ft.Sl u.mum 
dan k:epend.ud.u.kOUt ($Ut'M 
Pot1g11.ntAr / P•l."1'M•,n gTP. 
KN"n• <Ke.l-u--.... dllt 

I 3 . 01 5 ~ B,eJan-fll. Bcu-an~ dan .JAMI.. 

I ~ 01 s 2 2 BeJ!fl..,.,a Jasa H.o1!1.otanut11 
...,_RuK1.ltJl'll0 o;c 8elN:l~11 ... 

2 P•l~&M P-•1'db~1AJl 
.Oe:;ft. 

2 I Pe~ 
2 ' OS Peruba.t\gu!UUl/~t:a~taca/ Pe 

ru.ngkMA."'l. Saram, ~ 
Plctrpu~M.n/'l'lfu:D:ar., Bat;-..-,, 
De s.a/SeAtt~ 8,eUtJar-

2 I OS 5 s Boe! ... -~ J 05 5 3 4 So.14"',JC'l :Modal Oedu~ dal:\ 

I l 05 s 3 ~ •RinaNl o ~u Doll\,Dou 
5 ~a(!.~ Sen~ll'IAII.-

l(~n Dtv\l.t'M d.N1 
M.cnd.....i. 

• I - -s I 00 s • Peruu, ' an~a.na 
5 I 00 5 • &9 Ill Tak Te. U1 

• I 00 $ 4 00 ~1Ania "Tek. Teni• ·-a 
s l co 5 • 00 00 B,el..,,-,.'\ia, TIIY. TerdU-;-A 

ru,r 
JUMl.AH B&I.AN.J,C 

URPL.US lfC'EP'tSm 

6 P&MalA l'AA,:'1 
6 I ___ Peil6n.l'n.ClAn Pemhia.!_AAD.~1.-.. --·-'--·---L-.... -- - ·•·-••· ·-- 1.-• • - -- -- - -- L·--· ................ 

~ ~ I 



( ( 

6 l 1 SiLf'A T l\hus\ S~belumm·a 
6 l 1 l SiLPA Tl\lmn Sel>eh:.unm·A 
6 2 Pen-luMtUl Piunl>i,w,11<"' 
6 ~ J Ptrmbentukan O"na 

Co.dan•M 
6 2 2 l p.,mb!!ntukan Dana 

CMi'>••an 

~.~,., "' 
.,JU.10-1•"' TO"•~ Penena.cl\M 
J\ltlllM TM•• M 
SCb.Joll P~uCru»«N'> dan 

I 

SI uaran 

J' 1'4'1 1)411\Rei .. , t.lJt 1t61 

~ -+ 



--

K. Fonnat Buku Pembantu 
Kegiatan 
K.1. Buku Kas Pembantu 
Keglatan 

13UKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 
DESA . ... .......... .. ... . KECAMA'TAN .. .. .... .. ...... . ..... . 
TAHUN ANGGARAN .... ....... ..... ... ... ............. .... . 

No. Tang Nomo Uraian Penerima Pengeluaran (Rpl Pengemballan 
I',\! r an dari keKa.~ Desa 

Bukti Ka.s Desa (Rp) 
(Rp) Belanja Belauja 

Ba.rang Modal 
dan 
Jasa 

I 2 3 4 5 15 7 8 
Pindahan 
Jumlahdari 
halaman 
sebeluronya 

Jumlah 

Total Total Pengeluaran 
Penerimaan 

Totru Pengeluaran + Saldo Kas 

Saldo 
Kas 
(Rp.) 

9 

................. .................. ·· ·············· 

Kaur/ Kas.i.. .. . ............. ... ........ .. .. . .. 

( .. .. ... ....... .. .... .. ...... ... ... ... .... ... .. ... . ) 
Cara pengisian: 

: dlisi dengan nomor 
Kolom I urut. 
Kolom '2 

Kolom 3 
Kolom 4 

Kolom 5 

Kolom 8 

Kolom 9 

Kolom 10 

KoJom 11 

: diisi dengi,n tanw,I transaksi. 
; diisi dengan nomor buktj 
transaksi. 
: dlisl dengan uraian transaksi. 
: dlisi dengan Jumlah rupiah yang dite.rima darl kas 
Desa. 
: diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan 
jasa. 
: cliisl dengan jenis pengeluaran beJanja 
modal. 
: diisi dengat1 jtunlah rnpiah yang d.ikf'.mbalikan ke 
Kas Desa 
: diisi ciengan jumlah saldo kas dalam 
rupiah. 



-

K. Format Buku Pembantu 
Kegjatan 
K.2. Bulru Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya 
Masyarakat 

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERL.>!AAN SWADAYA MASYARAKAT 
DESA ............... .. . . KECA.';!ATAN .. ... .. .. . .... . ....... . 
TAHUN ANGGARAN . .. .. . .. . .... . ..... . .... .. •..•• . .•... .••.. 

Nama K . 
ecnatan: · ·· · · ··· · ····· · ······ ·· ···· · ··· ·· ····· 

No. Tangg Nomor Uraian Penerimaan Nomor Saldo Kas 
al Bukti Uang (Rp) Baraug/ Bukti (Rp .) 

Tenaga Setor 

(Volume) keKas 
Desa 

l 2 3 4 5 6 7 8 
Pindahan 
Jtun!ah dari 
halaman_ 
scbe.lumnya 

Jllllllah 

Total 
Penertmaan 

···············,······················· 

r.ara p~ngisian: 
Kolom l : d iisi dengan nomor urut. 
Koloru 2 : diisi deugru1 t.anggal lransaksi. 

: dilsi dengan nomor bukti 
Kolom 3 transaksi. 

Kaur/Kasi 

(. . . . . . . ... ........... ., ...... .l 

: diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jcnis 
Koloru 4 bantunn. 

: diisi denganjumlah uangyang 
Kolom 5 berikan. 

Kolom 6 
Kolom 7 

Kolom 8 

: diisi dengan volume jenis 
barang/tenaga. 
: d iisi denv;an nomer bukri setor /pemberltahuan kepada Bendahara. 
: d iisi dengan jumlah rupiah s,:bagai saldo yang harus dikembalikan 
ke Kas Desa. 



OESA 
t<ECAMATAN 
KAEI.PATEf1' 
PROVINSI 

l<lJOE 
RE><£NIJG 

LAPORANPERKEMBANGAl>I PELAKSANAANKroATIWOANANGGARAN 
!Mon;____ ,,_, T....,_: __ _ 

·-·---, ____ , 
A.nc.n,, Re-.its.:nS.mp,MSa.t Ins 

IA'IAIAN 
vo>..n. s..u~ .,.,ngga.a v~ ..... Satv.ar ~.wa ----,!' n(R::>J n(Xt 

o ... Alokeo$l 

• o ..... 
o.- De.a 
(Rp} (~l 

1 2 3 • 5 6 T " s 10 " 12 

• b C • " 

Cars P.ngiSi#'C 
Kolorn1~2 
l<olom3 
Ks,lom4 
l(olon-,S 

Kclo<n6 
Kolom 7 
Kolom8 
KolomS 
Kolen, 10 
Koion,11 
Kolom12 
l(olon, 13 
f('ok,n,14 

0 d 

-
..... dong ... ~--~~ ~ s...tt,~ d.an~~ar.an~n,t,y.t,ngror~d.lllamp~abec&!"'AP80e-u 
diisi~k.gi~ y.a,ng&~ 
dis.sar.u.,in.~: 

- ~~¥"9.&..v~~~'"' unit 
- ~j(Ylfiguafdt..-.au-<Mau~s..,._M 
- k.-ga-..nnontldc-p.a&c.t_ 
disi~ A:nigg,air#ly.ang ~ 
dii:.fYOilumekegi.-.onY41n9t~.abadJ1:«np41tde-ng_.an$4Mtnl 
~ ~vol..lme ~ te,:e-ah.nt ~ dengan s~ inl 
dis,~~~--~ 
dbl ct.ng"" P<to~•s+~I:~ Gtn.......,an :,flng~.n 
6t$i 0.ngan ~~d...,ads'10......~ (DO) 
cN.i ffng,~~~<htiAW..,.iO.anaO~(ADOJ 
d..$:1 dcng»-1 ~M'I d;vw d.KI :::uirrbo-r b,ln sebin 00 d .an ADO 
~dcng.;»in~~1.:.n)'-,lngliid.)k~:iiv:,ng 

Len- ~,_. 
Loin kL_, 
if«>) 

"f3 14 



M.l. Format Surat Permintaan Pe111bayaran 
SURAT PERMlNrMN PEMBAYARAN ( $ PP) 

DESA .... ......... ........... KECAMATAN ........... . .... ...... .......... .. 

Bidang 
SubBidang 
Kegj.atan 
Waktu Pelaksanaan ' 

No URAJAN 

1 2 

JllMlAH 

TAHUN AJI/GGARAN .......... ... .. 

.. ····· ··•········••·••················· 
: ........... ..... .................. ~ •-• 

.................. ...... ..... .... .. ... 

............... 
PAGU PENCAJRA PERMINTAA 

Al'IGGARA NS.D. YG N 
N LAW SEKARANG 

(Rp.) (Rp.) (Rp .) 

3 4 5 

JUMLAH SISA 
SAMPAl DANA 
SAAT Il\'l 

(Rp.) (Rp.) 

6 7 

.. , .................... .. .... .. 

Telah dllalrukan verifikasi 
Sekretaris Dess, 

( ............................. ......... . 
... ) 

Disctu j u i uni uk 
dibayarlrnn 

Kepala Ot:s a, 

{ ................... ................... . 
... ) 

Cara pengjslan: 

20 .... 

Kaw/ 
Kasi .... .... ..... . ..... . . . 

( ................................ . 
.. ...... .. ) 

Telah dibayar lttnas 

Kaur Keuangan, 

( .... ....... ............ .. ...... .. 
. .... .. ... ) 

1. Bidang diisi dengan nomenklatttr dan kode rekening sesuai APB Desa. 
2. Sub Bidang dHsi denl',lll nomenklatt11' kode rekening sesuai APB Desa 
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa. 
4. Kolom L : d.engan nomor llTll(. 

Kolom 2 : c!Hsi dengan rincian penggunaan clana sesuai rencana 
5. kegia!an. 

Kolom 3 : diisi dengan rinc iau pagu clam, sesuai dengan rencana 
6 . kcgiatan . 
7. Kolom 4 : dus i dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. 
8. Kolom 5 : cliisi dcn§'ln rindan yang climintakru1 \11.ltuk dibayar. 
9 . Kolom t, : diisl denga.n jumlah perm!r:Uaan dana sampai saat ini. 
10. Kolom 7 : diisi dcngiui sisa anggaran. 



M ,2, Format Pernyataan 
Tanggung Jawab Belanja 

PERNYA'rMN TANGGUNGJAWAB B!i:I.ANJA 
DESA .......... . .. . .. ...... .. KECAMATAN .. .. .. ..... .. . .. .. .. .. ... .... ,., .. 

TAHUN ANGGARAN ......... .... .. . 

Bidang . .. ......... ...... ......... ..... . 
Sub Bidang ..... .... ................. .... . 
KeFi,atan ... ....... ... ................. ... .. 

NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH 
(Rp.) 

l 2 3 4 

JUMLAH IRn.l 

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai tcrlampir. untuk 
kelengkapan administrasi dan 'J)emerikasaan sesu.ai peraturan perundang­
undangan. 
Demikian surat peroyataan ini dibuat dengan sebenamya. 

Cara pengisian: 
I. 

2. 

3. 

4. 
5 . 

6 . 

7. 

8. 

• • •• • •••u••••• • •••••1 , ... ..... , , , , ,, , ,. , .,, .. , , , . , , , , , , 

Kaur/ Kasi . ....... ... ..... ......... ... ..... .... . . 

( ......................... ... .... ........ ............. ) 

Bidang diisi de.ngan nomeu.klatur dan kode rekening 
sesnai APB Desa. 
Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode 
rekening sesuai APB Desa 
Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode r eken!ng 
sesuai APB Desa. 
Kolom 1 : diisi 
deng;m nomor 
urut. 
Kolom 2 : dtisi dengi,.i, penerima pembayaran yang ada 
di bukti belanja. 
Kolom 3 : d.iisi den~n 
uraian keperluan bel,mja. 
kolom 4 : diisl dengau 
jumlah belanja 
baris jumlah d.iisi jumlah 
keseluruhan. 



( 

N. F ounat L~r•n A~hlr Ao.litl••I P.t•ks~.an l<11tg11,M.an d ..-, A~a, aan 

OESA 
KECAMATAN 
KABLIPA TEN 
Pf'IO• ·"'""', 

RE~NJNG 
URAIAN 

t.APOAAN AKHIR ReAL.ISASIPE!..AKSANAAN KEGIATANCAN ANGGAAAN 
S,...S-; ......... _.-... -.. • ........ T oh,,n : ·•••--•-•· 

DUTI>UT 
R•nc•n• Ft •• a....1 

Vol...m• Saw"" Ang.ge.r.-n V<,tf~~ s... ... .,, ""'"1'~•n 1c_..,." ,v, , 
" b " • 

ea,. penglri•n.. 
Kolom1clwlZ 
Kokwn.3 
Kof.oc'n 4 
KolornS 

Kolom6 
Kolorn7 
Kolom 8 
KoJo,nS 
Kolom10 
Kotom 11 
Kolom12' 
Kol<>m13 
Kolo,,,14 

b 

it11.·.c_rn,,:- ~ ·-·•----.. 

• -?-1 

IRn l .. 4 s 6 7 8 .. 
0 d 

J ah 

dti:li c»~..n K'.ode Rekenlng 
d9•J dor,gon Btd,•ng# Sub Bidan!ii)' dan .Jef'\isk49i•t4in ••~gaifflat'l-6 y,ang c..,0W1t\cm d_.6"" p~t•b.ran, APB Des. 
di.- vok.M• k•gJ~•n v,t,ng d iu,,r..c.an.ak.on 
di,J ,:•u.•en vok.un•: 
.. l~~.,.Jb.ang.....n•nlb•r~ng.at...,,,•ngse+Pnls• vnit 
- lat....,~1i51asi/ d r.WWse .a-tau ~ng sejenis-- M 
- k9fi.l'..»~n n,gn fo-ik - P•~•t 

d hsl ,....,,,..h .,-.gg., .an v.ng. d lt:eno..n~ 
d ilsl YOfiArrw k•Ol.a<tan yang ten•.a:lisatf 
d ll-s.i u.tu.,-. vo&i..~y.ang: c..11tall.s.-.l 
d ils:1 d•"'Q-A""' IVfl"I..,.._ d•n• y.e~ d~ 
dii$i d•ng-af'\ proffntas• oapal&n keg/...-tM"I d6n .,..gga:,..,, y.ang d'"!iJ'A"'•·kar"l 
di.si c:t.~..-,.p•~ di11Jr1a ~ tlO.-n• O.u 
disi d•"'t1.,n r:i•~n.wri d•n• l(:qtf Atoit.d 0•....,_ o • ._. 
dkJ ch~an 1>•~,an dena ct.rt S\.lfflb•• 1-"1 s-"'4•in 011r1a o ... dan Alok.asi 0....... 0•.s• 
dis1 ~n P•-1"'19QM~.on banu,aan y,eng dd•k b.,"pa, va"P 

O. Fonnn.< OPAL 
0.1. Rencana Kogin.~'1 dl'h Angg~l'U"l LA:1.nJ'l.1.~ 

,u 

= e ...,.,,.,. Atol,w L~,.. .. 1 t:J•nt'-'k 
o ... o..-,. lo.in L.an 
{Rpl o ..... (Rpl 

(Rp) 

'1 12 13 

·"-'K "MJHK.sl 

tld 

( .. , ___ ...., 



---

~ Tcmu.t Bulcu ~mbar..tu Ku U=u~ 

~.,.&b~"'-
suxti i-£~;.."ttU !lA.."T. 

D!.S.~ - - - ··· .. ,., ..•... KECAMATA.l\ 
'TA.HUX .-1.;.~QOARA."i 

~0- r.~ .. --;co:.u U!WAN BVJm PEMA&U:-".A.~ 

TRA..~.-\KSI TllJ1/ISAl'.l!l TP.J\.~S.AK ~!-t_o\..~ BUi~OA 
S! S.-.\.VX 

' 2 3 < ~ • 

t'CT.\L : ?.t.NSAKSl 3\JLW INl 
TOTAL TE.~~'-KSJ K"v"MUlAT!f 

=-•~= 
!Colom 1 • c!.iisi d~np:o. n:w.or -w'llt ;;i.mA.Wlc:N.l dan p,ul~c!uan.n &wk 
Kolam ., . -dun dA:nt,m tant:A). muualtSl 8Ank 
r.olcm 3 : dii.n d•~ u.r-.U.r.. tnn~ peu.su.b.n. dan. ;Mn~'-"l. 
KoSom 4 ; ·:h= cl.np.."1 bwm a~. 
Kokim S • dfu:i d:cp:::t; pcma..~ jwiJah sttortin 
~om 6 : chi:::~ den~ J:>"'Oern....,.. j~ bw:;,p. N.Ok. 
Ko~1 :dudd..::pn~u.nnjumlah~. 
X.olom 8 : di= d~ ~'u.aran ;w:aJ.h. patak. 
Y.o3:oc g . dil!:i dL.,,._.,_ ~uan blJl,)·s. adml.ru~O'ci 
~o.!or.i. !O : dne.l de!l,p->2 ~ ~ 

BUL.\."'i 
3ANKCABA-".C 
XO. PLKE.."1~G 

PEKO£WAPAN • J 
P~AltlXA.'1' f>,IJ,',7. "1AVA 

}.Ol! 

' • 9 

s.~o 
IRl>I 

!O 

l•--------•I 



Q. Format Buku Pembantu Kas Umum 
Q.2. Buku Kas Pembantu Pajak 

BUKU KAS P~MBANTU PAJAK 
n~qA . .... .. ... . ... . . . .. ... .. KECAMAT~il\N .. ..... . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . . 

TAHUN ANC,GARAN .. ... .. . 

No. TANGGAL U RAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN 
(Rp) (Rp) 

1 2 3 4 

JUMLAH 

........... , 

SAU)() 
(Rp) 

5 

Kaur Keuang,,.n 

( .... ......... .... .............. ... ... .... ) 

Cara pengisian : 
Kolom 1 : d llsi dengan nomor urut penerimaan (dati pemotont?,1n pajak) a1au 

Kolom 2 
Kolom 3 

Kolom 4 

Kolom 5 
Kolom 6 

~ I 

pengeluaran (dari penyetoran pajak). 

: d lisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran. 
: d iisi dengan uraian pencrimaan kas atau pengeluaran kas. 
: diisi dengan jumlah rupiah pencrimaan 
kas. 
: diisi dengnn jumlah nlpiah pengeluaran 
kas. 
: diisi dengan saldo buku kas bendahara 



V 

V. 

Q. Format Pembantu Buku Ku Umum 
Q.3 Buku Pembantu Panjar 

No, 

I 

BUKU PEMBANTU PAJIIJAR 
DESA........ ... ........ . KECAMATAN ............. . 
TAHUN ANGGARAN, ... .. .. .. ......... ..................... .. 

Tangg;,. Nomor Uralan Penerima Pemberia Pertanggung-jawaban 
I Bukti n (RpJ Panjar (Rp) 

2 3 4 5 6 7 

. ~-· ....... , 

Kaur Keuangan 

( .................................. . . 
..... ) 

Cara pcngisian: 
Kolom 
1 
Kolom. 
2 
Kolom 
3 
Kolom 
4 
Kolom 
5 
Kolom 
6 
Kolom 
7 
Kolom 
8 

: diisi dengan nomor urut. 

: diisi dengan I angg,,J. transaksi. 
: cliisi dengan nomor bukti 
transaksi. 

: diisl nama/sumberpembcri b,1n1uan danjenis bantuan. 

: diisi dengan jumlah uang yang berikan. 

: diis i dengan volume jenis barang/ tenaga. 

: dilsi dengar, nomcr bukti SP.tor /pemberilahu'ln kepada Bendahara. 
: diisi de,ngan jumlah rupiah seb;,g,ai s'lldo yang ham$ dikembalikan kc Kas 
Desa. 

Sal 
do 

lo/ 
B 



1- -

R. Format Kuitansi 

Kantor Desa 
Kabupaten/ Kota 

/ 
,\ ,, 

,: . .. Nruna Desa ... :, 
< .. . Kabupaten/Kota ... > 

Tan_da B11k,"l:i P~Qgeluaran Uan ,2 

I_ • I 
\ 

Telah terim a dari Kaur Keuan gru1 Desa < ... Nama Desa ... > 

Uang sebesar 

Sebagai pembayaran 

Ca tatan Keuangan 

-::- ~ 

Rp < ... Jumla b da)am an gka ... > 

( ... Ju1nlah da.lam hurnf. .. ) 
( . .. J umlah dalam hun1f Ianjutan .. . ) 

< .... . Sebutkan Tttjuan Pembaya.ran (Kegiatan/Belartja) ... .. > 

< .. .... Sebutktu1 Tltjuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belaqja ) .. .. . > 

< .... Sebutkan Tujnan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Be1anja) .... > 

Yang Memberi, 

< .. Nam a 
Pemberi..> 

< ... Desa .. . >, < .. . tgl, bin. tl1 .. . > 

Ya ng Me nerim a. 

< ... Nama 
Pen er imR . . . > 


